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ABSTRAK 

 

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab dua  pertanyaan 
yakni 1) bagaimana analisis sidang pembinaan pra nikah anggota POLRI dan Peraturan 
Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 dan 2) bagaimana analisis 
Maṣlaḥah mursalah terhadap sidang pembinaan pra nikah anggota POLRI. 

Data penelitian dihimpun menggunakan metode telaah pustaka untuk 
menemukan dan memahami fenomena-fenomena yang ada pada runtutan acara sidang 
pembinaan pra nikah yang termaktub dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik 
Indonesia No. 9 Tahun 2010  serta buku Panduan Sidang Pembinaan Pranikah di 
lingkungan POLRI. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan kajian pustaka 
(Library research)  dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif – analitik. 

Hasil dari penelitian ini yakni sidang pembinaan pra nikah adalah sidang yang 
dilaksanakan oleh lembaga kepolisian kepada anggotanya yang akan melangsungkan 
perkawinan yang berisi tiga tahapan. Tahap awal yakni tahap dalam mempersiapkan berkas 
sebagaimana yang dibutuhkan. Pada tahap awal ini, kesiapan berkas surat-menyurat 
digunakan untuk mengetahui asal-usul dari calon mempelai laki-laki/perempuan. Hal ini 
dilakukan untuk menjaga nama baik keluarga serta institusi terkait agar tidak terjadi hal-
hal yang tidak diinginkan Kemudian tahap pelaksanaan yakni tahap pemberian materi 
regulasi, pembinaan Itwasun, materi bhayangkari dan materi kerohanian. Dalam tahap ini 
merupakan tahap yang paling penting bagi kedua calon mempelai untuk menjalankan 
rumah tangga dikarenakan  pemberian materi ini memiliki kemanfaatan masing-masing 
yakni materi regulasi memberikan informasi tugas pokok pegawai negeri anggota POLRI, 
materi Itwasun menyajikan informasi kode etik dan pengaduan, materi bhayangkari 
memberikan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang bhayangkari serta 
membentuk kemandirian ketika istri ditinggal suami dinas di luar, kemudian materi 
kerohanian memberikan pembinaan tentang hakikat membentuk keluarga sakinah 
mawaddah warohmah. Dan tahap akhir dari sidang pra nikah yakni penandatanganan 
berita acara serta pemrosesan Surat Izin Kawin yang selanjutnya kedua calon mempelai 
bisa melakukan pernikahan di KUA setempat.  Kemudian analisis sidang pembinaan pra 
nikah ini termasuk dalam al- Maṣlaḥah tingkatan Tahsiniyya. Sehingga berdasarkan 
al- Maṣlaḥah al-Mursalah, sidang bimbingan pra nikah di lembaga POLRI sangat 
dianjurkan bagi seluruh PNS anggota POLRI yang akan melaksanakan perkawinan dan 
sesuai dengan hukum yang ada baik hukum Islam maupun hukum positif dikarenakan 
memberikan kemanfaatan bagi seluruh PNS anggota POLRI. 
 Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada segenap anggota POLRI 
dalam menentukan calon istri, hendaknya memilih pasangan yang sama keyakinanya, hal 
ini untuk memudahkan dalam menangani terselenggaranya sidang pembinaan  pra nikah 
serta terwujudnya kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pernikahan adalah ikatan lahir batin merupakan sunnatullah yang umum 

dan berlaku kepada semua manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. 

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi 

makhluknya untuk berkembak biak serta melestarikan hidupnya 

Allah menurunkan kitabnya Alquran sebagai panduan dan undang-undang 

bagi kaum muslimin dalam mengarungi lika-liku kehidupanya. 

Dalam firman Allah disebutkan : 

 .لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيِْْ 

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 
kamu      mengingat kebesaran Allah.1  
 

Dalam sejarah perkembangan manusia tak terdapat seorang pun yang 

hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya kecuali dalam 

keadaan terpaksa dan itu hanya sementara waktu. Sejak dahulu kala pada diri 

manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam satu 

kelompok, yaitu hasrat untuk bermasyarakat.2   

                                                           
1 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung : CV Diponegoro, 2005),  49. 
2 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indosia ( Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 30. 
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Aristoteles seorang filsuf Yunani terkemuka pernah berkata bahwa 

manusia selalu mencari manusia yang lainnya untuk hidup bersama dan 

kemudian berorganisasi.3  

Salah satu kekuasaan dan kebesaran Allah ialah diciptakannya manusia 

berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan untuk saling bersama dengan 

pernikahan. Berbeda dengan ajaran kependetaan yang mengharamkan. Islam 

justru menganjurkan pemeluknya untuk menikah, karena dengan menikah orang 

akan memperoleh ketenangan serta mampu menjaga diri dari perbuatan jahat. 

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 

tentang pernikahan. 4  Dari keluarga sakinah inilah kelak akan terwujudnya 

masyarakat yang rukun, damai dan makmur baik material maupun spiritual, 

bahkan menjadi cita-cita dan tujuan pembangunan Nasional yang sedang dan 

akan terus dilaksanakan pemerintah dan rakyat Indonesia. 

Agar cita-cita dan tujuan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-

baiknya maka suami istri yang memegang peranan utama dalam mewujudkan 

keluarga sakinah. Begitu juga bagi manusia, Allah telah mengatur lembaga 

perkawinan sedemikian rupa dalam syariat-Nya pada Alquran dan hadis agar 

terjaga kehormatannya, martabat dan kemuliaan manusia dibandingkan dengan 

makhluk ketetapan ilahi.5 

Dalam literatur fiqih klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama 

perjanjian dalam perkawinan, yang ada dalam bahasa fiqih dan sebagian kitab 

                                                           
3 Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 1991), 1. 
4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Pasal 1. 
5 Quraish Shhab, Wawasan AlquranTafsir Maudhu’i Berbagai Persoalan Umat (Bandung:Mizan, 1998), 
191. 
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fiqih dengan maksud yang sama adalah persyaratan dalam perkawinan atau Al-

Syurut Fi Nikah. Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan 

syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua bab fiqih, karena yang dibahas 

dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan 

yang materinya telah lebih dahulu dibahas. 

Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah ada yang batal, 

akad nikah dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-

syarat rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. 

Mengenai jumlah rukun nikah tidak ada kesepakatan fuqaha’ karena 

sebagian mereka memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, Imam Syafi’i 

menyebutkan rukun nikah itu ada 5, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua 

orang saksi dan sigat. Menurut Imam Malik adalah wali, mahar, calon suami, 

calo istri, sigat.6 

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan akad 

nikah, akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang 

melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul, ijab adalah penyerahan 

dari pihak pertama sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua, ijab 

dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya. Misalnya, saya nikahkan anak 

saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadh Aṣholihin. 

Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapanya misalnya, 

saya terima nikahnya anak bapak dengan si A denga mahar sebuah kitab Riyadh 

                                                           
6 Ahmad Atabik,Dkk. “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Yudisia, Vol.5 No.2, 
(Desember 2014), 9. 
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Aṣhalihin, dalam akad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus 

dipenuhi.7 

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum kepada 

suami istri haruslah  memenui syarat sebagai berikut: kedua belah pihak sudah 

tamyis,  ijab qabul dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak 

boleh diselingi dengan kata-kata lain atau menurut adat dianggap ada 

penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qabul, didalam ijab qabul haruslah 

dipergunakan kata-kata yang dipahami oleh masing-masing pihak yang 

melakukan akad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua 

belah pihak untuk nikah dan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar.8 

Namun kita hidup di era modern, yang mana regulasi tentang perkawinan 

tak hanya cukup jika menggunakan aturan dalam hukum Islam budaya dan 

tradisi yang terdapat dalam Indonesia sangatlah beragam yang mana peraturan 

undang-undang sangatlah terperinci dalam membahas segala problemis dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Peraturan diundangkan supaya menuntun masyarakat menuju ranah 

keteraturan dalam melaksanakan perbuatan hukum apa saja. Negara dalam hal 

ini mengintervensi perbuatan privat masyarakatnya yang seharusnya tak sampai 

punya wewenang dengan seperangkat aturan formal dengan tujuan yang 

konstruktif dan semata-mata demi kebaikan bersama. 

 

                                                           
7 Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 14. No. 2 (2016), 4. 
8 Ibid., 5. 
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Di antara sekian banyak syarat yang diatur dalam undang-undang negara 

ada syarat khusus yang harus dipenuhi oleh aparat kepolisian ketika hendak 

melangsungkan perkawinan. Ada prosedur tambahan yang terlebih dahulu harus 

dijalani sebelum mendaftarkan rencana akad nikahnya ke Kantor Urusan 

Agama.  

Salah satunya, ketika masuk pada kalangan orang-orang yang mempunyai 

jabatan yaitu seorang POLRI, itu harus ada suatu ketentuan yang harus dipenui 

yaitu melakukan sidang pra nikah sebelum melakukan akad nikah, dibawah 

bimbingan atasan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka kantor urusan 

agama (KUA) tidak mempunyai wewenang untuk mencatatkan perkawinan 

kedua mempelai dari anggota POLRI. 

Binjah atau pembinaan kesejahteraan merupakan sub bagian yang bertugas 

membina atau menyelenggarakan manajemen pembinaan termasuk upaya 

peningkatan kesejahteraan moril dan materil personil serta membantu 

pengembangan musium dan kesejahteraan POLRI. 

Pertanyaan yang timbul kemudian, lantas mengapa anggota POLRI 

dibedakan dengan masyarakat sipil? Urusan perkawinan seharusnya menjadi 

urusan privasi yang aparat pemerintah tak sampai berwenang memberikan izin 

atau tidak mengamini perkawinan seorang pasangan anggota POLRI. 

Di dalam hukum Islam mazhab Syafi’i, izin seharusnya hanya berlaku bagi 

seorang mempelai wanita. Izin tersebut adalah izin dari walinya atau boleh 

dibilang ayahnya. Itu pun kalau perempuannya masih perawan, andai ia sudah 
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janda, maka izin tersebut mutlak tidak diperlukan. Janda punya hak absolut 

untuk menentukan dirinya sendiri.  

Lantas bagaimana hukum Islam memandang fenomena ini? Bukankah 

menambah sesuatu yang baru itu termasuk ke dalam ranah bid’ah? tetapi banyak 

spekulasi manfaat dan maslahat yang timbul akibat diadakannya prosedur sidang 

pra nikah bagi aggota POLRI. 

Sejauh ini belum ada penelitian yang secara spesifik membahas tentang 

praktik sidang pra nikah yang disangkut-pautkan dengan teori maṣlaḥah dalam 

hukum Islam. Hal ini akan menunjukkan pembaca bahwa syariat tidak harus 

berbentuk produk hukum yang secara tekstual Islam, memakai istilah-istilah 

Islam, menjadikan dasar al-Qur’an dan Hadis dan sebagainya. Namun, asalkan 

bermuatan hal-hal yang bermanfaat tanpa harus mengutip dalil atau 

menggunakan istilah Islami pun dapat dikatakan produk hukum tadi sesuai 

dengan hukum Islam. Hal tersebutlah yang membuat penelitian ini dipandang 

menarik. 

Untuk itu penulis akan menganalisisnya dengan salah satu teori dalam 

ushul fiqih yang mengakomodasi hal-hal baru yang tidak tercatat dalam syariat 

secara tektual yaitu teori maṣlaḥah mursalah. Dan Belum ada penelitian yang 

membahas tentang hal inimaka dari itu penelitian ini original dan outentik. 

 

B. Identifikasi  dan Batasan Masalah 

1. Sidang pembinaan pra nikah anggota POLRI menurut Peraturan Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010. 
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2. Izin yang harus dipenuhi pasangan mempelai yang akan melangsungkan 

perkawinan. 

3. Batasan Intervensi negara terhadap perbuatan hukum privat masyarakatnya 

4. Maṣlaḥah mursalah memandang sidang bimbingan pra nikah 

5.  Qaul jadid dalam hukum Islam memandang fenomena era globalisasi dalam 

pembinaan nikah POLRI. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, 

maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang menjadi objek 

kajian dalam penelitian ini, meliputi: 

1. Bagaimana sidang pembinaan pra nikah anggota POLRI dan Peraturan 

Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010  ? 

2. Bagaimana analisis Maṣlaḥah mursalah terhadap sidang pembinaan pra 

nikah anggota POLRI ? 

 

D. Kajian Pustaka 

1. Skripsi yang berjudul Tinjauan Maṣlaḥah Mursalah dalam Putusan 

Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr 

Tentang Pencabutan Atas Surat Penolakan Perkawinan Oleh Pegawai 

Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, ditulis 

oleh Muhammad Fahruddin Alwy Adeffa (2017). 
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Skripsi ini adalah penelitian pustaka yang mengkaji tentang putusan 

PA Mojokerto tentang Penolakan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA 

Mojoanyar, Mojokerto akibat mempelai laki-laki yang statusnya sebagai 

seorang anggota POLRI tidak mengantongi izin dari atasannya untuk 

menikah.  

Memang pada dasarnya menikah adalah kesepakatan antar kedua 

mempelai, tetapi dalam hal ini ada aturan khusus bagi anggota POLRI yang 

akan melangsungkan perkawinan yang diatur di dalam Peraturan Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010. Peraturan tersebut 

menjelaskan bahwa setiap anggota Pegawai Negeri pada POLRI harus 

mendapatkan surat pernyataan persetujuan dari orang tua dan atasannya bila 

ingin melangsungkan perkawinan. 

Dalam kasus terkait, mempelai laki-laki sejak awal tidak 

mendapatkan surat persetujuan dari orang tuanya, maka surat izin dari 

kepolisian pun tak akan pernah diterbitkan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan Agama 

Mojokerto sudah tepat. Dasar hukum yang dipakai juga sudah jelas dan tidak 

multitafsir. Sehingga, putusan tersebut dapat dijadikan alasan pembenar bagi 

PPN KUA Mojoanyar yang menolak mengawinkan pasangan yang tidak 

tertib administrasi. 

Meski menyangkut izin kepolisian, tetapi fokusnya bukan terhadap 

kajian maslahat izin tersebut, tetapi soal ketiadaan izin dari kepolisian yang 

berdampak pada penolakan KUA Mojoanyar. Tentu hal ini berbeda dengan 
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penelitian penulis. Persamaan dalam penelitian ini objeknya sama-sama 

POLRI, dan perbedaan dalam penelitian ini yang dikaji izin pernikahan, 

akan tetapi peneliti di sini lebih ke bimbingan pranikah.  

 

2. Skripsi yang ditulis oleh Samsul Amin (2005) berjudul Tinjauan Hukum 

Islam terhadap juklak /07/III/1988 tentang izin kawin bagi anggota POLRI 

(studi kasus di kepolisian daerah Jawa Tengah). 

Penelitian ini memfokuskan pada : (1) Dasar pelaksanaan izin kawin 

anggota POLRI di POLDA Jawa Tengah terhadap juklak /07/III/1988, (2) 

Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan juklak /07/III/1988. adapun 

metodologi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode 

empiris. Adapun hasil penelitian ini adalah: (1) Dasar pelaksanaan izin 

kawin anggota POLRI di POLDA Jawa Tengah terhadap juklak /07/III/1988 

berjalan baik dan lancar sesuai dengan yang diatur dalam juklak Dasar 

pelaksanaan izin kawin anggota POLRI di POLDA Jawa Tengah terhadap 

juklak /07/III/1988, serta dengan pelayanan yang baik. Sehingga tidak terjadi 

gagalnya rencana pernikahan anggota POLRI yang ada di POLDA Jawa 

Tengah. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan juklak /07/III/1988 

adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam yang di buktikan melalui 

nilai-nilai yang terkandung dalam juklak tersebut, serta adanya adat 

kebiasaan (‘urf).9  

                                                           
9  Samsul Amin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Juklak /07/III/1988 Tentang Izin Kawin 
Bagi Anggota POLRI (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)”. (Skripsi UIN Sunan 
Kalijaga, Yogyakarta, 2005). 
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Memang penelitian ini terbilang mirip dengan kepunyaan penulis. 

Namun, perlu dicatat bahwa dasar hukum yang dianalisis adalah berbeda—

objek peraturan yang dikaji berbeda. Penelitian tersebut menggunakan 

Juklak 07/III/1998. Sedangkan penulis menggunakan dasar hukum yang baru 

diterbitkan di tahun 2010. Maka dari itu, penelitian tersebut berbeda dengan 

penulis. Persamaan dalam penelitian ini objeknya sama-sama POLRI yang 

membedakan dalam penelitian ini lebih ke bimbingan pranikah. 

 

3. Skripsi yang ditulis oleh Fathi Mubarok (Fakultas Syariah IAIN 

Walisongo Tahun 2009) tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Ijin 

Pernikahan Bagi Anggota Kowad (Studi kasus di Kodam 

IV/Diponegoro) 

Skripsi ini memang membahas izin pra nikah, tetapi objek penelitiannya 

berbeda, yakni Anggota TNI, bukan anggota POLRI. Jadi, penelitian ini berbeda 

dengan penelitian penulis. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui dan memahami secara komperhensif sidang pembinaan pra nikah 

anggota POLRI dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 9 

Tahun 2010. 
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2. Mengetahui dan menganalisis maṣlaḥah mursalah terhadap Peraturan Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010. 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan rumusan dialektika 

antara sidang bimbingan pra nikah yang terdapat pada POLRI diperbolehkan 

ketika ditinjau dari sudut ushul fiqih maṣlaḥah mursalah sehingga dapat 

dijadikan acuan dalam memahami ajaran agama Islam dan menyikapi secara 

bijaksanaan perbedaan antara POLRI dengan masyarakat sipil dalam sidang 

bimbingan pra nikah. 

2. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan 

legitimasi bagi khalayak luas, tidak hanya kepada lembaga POLRI bahwa 

terdapat sendi hukum Islam, kemaslahatan, kebaikan yang terdapat di dalam 

peraturan dan prosedur perkawinan di lingkungan POLRI.  

  

G. Definisi Oprasional 

1. Analisis Maṣlaḥah Mursalah adalah maslahah yang ditemukan pada 

kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung 

kemaslahatan yang sejalan (al-Munasib) dengan tindakan syara’. 10 

Analisis tentang kebaikan dan kemanfaatan yang terkandung di dalam 

setiap peristiwa yang didasarkan pada dalil syar’i secara implisit. 

                                                           
10 Imam Rasyadi, “Pemikiran As-Syatibi tentang Maslahah Mursalah”, Jurnal Studi Islam Vol. 14 No.1, 
(Juni, 2013), 1. 
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2. Sidang bimbingan pra-nikah adalah sidang yang dilaksanakan oleh 

lembaga kepolisian kepada anggotanya yang akan melangsungkan 

perkawinan yang berisi tentang tata tertib sidang pembinaan pranikah, 

petugas BP4R yang berwenang dalam penyelenggaraan sidang 

pembinaan pernikahan, kualifikasi petugas BP4R yang berwenang 

memberikan materi sidang pembinaan pernikah. 

. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Pada penelitian ini metode yang digunakan sebagai acuan adalah 

metode telaah pustaka, metode telaah pustaka merupakan suatu cara untuk 

menemukan dan memahami fenomena-fenomena yang ada sehingga 

menghasilkan data yang mengambarkan pemikiran atau perilaku-perilaku 

manusia.11 Dengan mengunakan metode telaah pustaka ini diharapkan hasil 

penelitian akan menggambarkan serta mengantarkan pemahaman tentang 

“Analisis Maṣlaḥah Mursalah terhadap sidang pembinaan pra nikah bagi 

anggota POLRI”. 

 

2. Data yang dikumpulkan 

Data yang perlu dihimpun sebagai objek utama penelitian ini antara lain: 

                                                           
11  Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif dalam Equilibrum”,  Jurnal Pendidikan Vol. 5 No.9. 
Universitas Brawijaya Malang, (Januari-Juni 2009), 2. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13 
 

1. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 

ditambah dengan buku panduan yang diterbitkan POLRI sebagai acuan 

dan penjelasan lebih detail terkait teknis izin pranikah di lapangan. 

2. Buku Panduan Sidang Pembinaan Pranikah di lingkungan POLRI 

sebagai acuan tambahan terkait bimbingan pranikah di lapangan. 

 

3. Sumber Data 

a. Sumber Primer  

Sumber data primer terdiri dari:  

1)  Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010  

2) Buku panduan sidang bimbingan pra nikah yang diterbitkan POLRI. 

 

b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder yang digunakan penulis adalah literatur terkait dan 

menunjang teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Kitab ’llm Ushul al-Fiqh karya ‘Abd al-Wahab al-Khallaf. 

2. Buku Principles of Islamic Jurisprudence karya M. Hashim Kamali. 

3. Buku Ilmu Ushul Fiqh karya M. Maksum Zein. 

4. Buku Usul Fiqh karya A. Hanafie 

5. Buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir 

Syarifuddin. 

6. Buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Dakwatul 

Chairah. 
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7. Buku Hukum Keluarga Islam karya Abdul Khalik Syafaat. 

 

4. Teknik pengumpulan data 

Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah dengan 

menggunakan kajian pustaka (Library research). Kajian kepustakaan adalah 

usaha untuk menelaah buku-buku, hasil penelitian, catatan-catatan, atau 

segala sumber yang berupa tulisan yang berhubungan dengan masalah-

masalah yang hendak diteliti. 12  Sehingga dalam mengumpulkan data 

dilakukan telaah terhadap Alquran, kitab-kitab fiqih, literatur dan undang-

undang POLRI permaslahan pernikahan, serta beberapa literatur-literatur 

pendukung yang telah membahas ini dengan sudut pandang lain pada 

kesempatan sebelumnya. 

 

5. Teknik analisis data 

Adapun metode yang digunakan data dalam penelitian ini adalah 

dengan metode deskriptif analitis, yaitu mengambil masalah atau 

memusatkan perhatian kepada masalah tersebut sebagaimana adanya saat 

penelitian dilaksanakan dan hasil penelitian tersebut kemudian diolah dan 

dianalisis untuk diambil kesimpulannya . 13  Metode lain yang digunakan 

dalam hal ini adalah pola pikir deduktif merupakan suatu pola pikir yang 

                                                           
12 M. Nasir, Metodologi Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia,2003), 27. 
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009),29. 
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mana pernyataan yang bersifat umum ditarik suatu kesimpulan yang bersifat 

khusus.14 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Guna memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami 

penelitian ini penulis berusaha mengklasifikasi penyusunan pembahasan 

dengan memisahkan antara ide pokok dengan subtansi pembahasan, hal ini 

dilakukan agar di dalam upaya menyusun kerangka pembahasan lebih teratur 

namun saling bertautan antara bab yang pertama sampai bab yang terakhir. 

Adapun sistem pembahasan kali ini akan disajikan dalam lima bab 

dengan susunan sebagai berikut:  

Bab pertama, pendahuluan yang pada prinsipnya mencakup latar 

belakang masalah, yang merupakan argumentasi pentingnya penelitian ini 

beserta perangkat-perangkatnya, kemudian  diikuti dengan rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, sistematika pembahasan, 

dan metode penelitian. Pada uraian ini merupakan tonggak untuk dijadikan 

jembatan dalam menyusun skripsi dan sifatnya hanya informatif. 

Adapun bab kedua, berisi tentang khitbah, pernikahan dan tinjauan 

secara umum teori Maṣlaḥah Mursalah yang digunakan penulis untuk menjadi 

acuan dalam meninjau sidang pra nikah yang ada pada POLRI.  

Adapun bab ke tiga, berisi tentang dasar hukum perkawinan bagi anggota 

POLRI dan tahapan persidangan bimbingan pra nikah bagi anggota POLRI. 

                                                           
14 Suriasumantri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer (Jakata: Pustaka Sinar Harapan, 2009),48-49. 
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Bab keempat, berisi tentang analisis sidang bimbingan pra nikah di 

lingkungan POLRI dan analisis maṣlaḥah mursalah terhadap sidang bimbingan 

pra nikah dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari semua 

pembahasan yang ada. Bab ini penting untuk dikemukakan karena sebagai 

hasil penelitian studi ini akan terlihat lebih jelas keaslian pada kajian 

penelitian. Selain kesimpulan juga dipaparkan beberapa saran dengan harapan 

agar penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi 

masyarakat Islam pada umumnya dan bagi peneliti pada khusunya. 
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 BAB II 

HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN MAṢLAḤAH MURSALAH 

 
A. Khitbah (Peminangan) 

1. Pengertian Khitbah 

Khitbah merupakan kata yang tersusun dari huruf خ, ط  dan  ب 

memiliki 2 makna yakni yang pertama adalah khaataba, yukhaatibu, 

khitaban merupakan akar dari khutba. Sedangkan makna kedua, istilah 

khitbah dalam pernikahan yakni meminta untuk menikah atau mengajak 

untuk menikah.1 

Kata “khitbah”, dalam terminologi Arab memiliki akar kata yang 

sama dengan al-khithab dan alkhathab. Kata al-khathab berarti 

“pembicaraan”. Apabila dikatakan takhathaba maksudnya “dua orang 

yang sedang berbincang-bincang”. Jika dikatakan khathabahu fi amr 

artinya “ia memperbincangkan sesuatu persoalan pada seseorang”. Jika 

khitbah (pembicaraan) ini berhubungan dengan ihwal perempuan, maka 

makna yang pertama kali ditangkap adalah pembicaraan yang 

berhubungan dengan persoalan pernikahannya.2 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi mengenai 

peminangan merupakan upaya yang dilakukan pihak laki-laki atau 

                                                           
1 Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, Maqayis al-Lugah, Juz. 2 (Kairo:Ittihad al- Kitab al-
‘Arab, 2002),  198. 
2 Cahyadi Takariawan, Izinkan Aku Meminangmu, (Solo: Era Intermedia 2004), 32. 
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perempuan ke arah terjadinya suatu hubungan perjodohan antara pria dan 

wanita dengan cara-cara yang baik (ma’ruf).3 Dalam buku Potret Wanita 

Shalehah definisi meminang adalah mengungkapkan isi hati dan keinginan 

dari pihak pria untuk melamar pihak wanita supaya bersedia menjadi 

istrinya, melalui perantara orang lain/wali pria atau disampaikan langsung 

oleh si pria kepada orang tua/wali pihak wanita.4 

Pinangan dalam pandangan syariat Islam bukanlah suatu transaksi 

(akad) antara laki-laki yang meminang dengan wanita yang dipinang atau 

dengan walinya, akan tetapi pinangan itu tidak lebih dari pada lamaran 

atau permohonan untuk menikah. Dengan diterimanya suatu pinangan 

baik oleh wanita yang bersangkutan maupun oleh seorang walinya, 

tidaklah berarti telah terjadi akad nikah di antara kedua belah pihak. Akan 

tetapi itu hanya berarti bahwa laki-laki tersebut adalah calon untuk 

menjadi seorang suami bagi wanita tersebut pada masa yang akan datang. 

Pinangan dalam pandangan syariat Islam bukanlah suatu transaksi (akad) 

antara laki-laki yang meminang dengan wanita yang dipinang atau dengan 

walinya, akan tetapi pinangan itu tidak lebih dari pada lamaran atau 

permohonan untuk menikah. Dengan diterimanya suatu pinangan baik 

oleh wanita yang bersangkutan maupun oleh seorang walinya, tidaklah 

                                                           
3 Undang-Undang RI Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra 
Umbara, t. th), 227. 
4 Hasbi Indra, Iskandar Ahzada dan Husnani, Potret Wanita Shalehah (Cet. III; Jakarta: Penamadani, 
2004), 125. 
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berarti telah terjadi akad nikah di antara kedua belah pihak. Akan tetapi itu 

hanya berarti bahwa laki-laki tersebut adalah calon untuk menjadi seorang 

suami bagi wanita tersebut pada masa yang akan datang.  

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan bahwa inti dari 

khitbah itu sendiri adalah menyampaikan niat untuk menikahi kepada 

seseorang yang telah dipilih. 

2. Syarat- syarat Khitbah  

Meminang dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon 

istri yang ideal atau memenuhi syarat menurut syari’at Islam. Menurut 

H.Mohammad Anwar untuk memiliki calon istri harus memenuhi 4 syarat, 

ialah:5 

a. Kosong dari perkawinan atau iddah laki-laki lain. 

b. Ditentukan wanitanya. 

c. Tidak ada hubungan maḥram antara calon suami dengan calon 

istrinya, baik mahram senasab (keturunan) maupun maḥram sesusuan 

dan tidak ada hubungan kemertuaan atau bekasnya sebagaimana yang 

akan diterangkan nanti. 

d. Wanitanya beragama Islam atau kafir kitabi yang asli, bukan kafir 

watsani (penyembah berhala atau atheis atau tidak beragama sama 

sekali. Kecuali kalau wanita kafir itu diislamkan dahulu baru boleh 

dikawin). 
                                                           
5 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta), 216. 
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Selain itu untuk syarat-syarat wanita yang boleh dipinang terdapat 

pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi: 

a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih 

perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya. 

b. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah 

raj’iyyah, haram dan dilarang untuk dipinang. 

c. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang 

lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada 

penolakan dari pihak wanita. 

d. Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang 

putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah 

meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang. 

 

3. Landasan Hukum Khitbah 

Memang terdapat dalam Al-Qur’an dan dalam banyak hadis nabi yang 

membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan 

terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, 

sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang 

jelas, baik dalam Al-Qur’an maupun dalam hadis nabi. Oleh karena itu 

dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang 

mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun ibnu Rusyd 

dalam Bidayat al-Mujtahid yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiriy 
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yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan 

pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam 

peminangan itu.6  

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah di atur 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 

12 dan 13, yang menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung 

dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, Tapi 

dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh orang perantara yang dapat 

dipercaya. 

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh 

di adakan peminangan (khitbah) dimana calon suami boleh melihat calon 

istri dalam batas-batas kesopanan Islam yaitu melihat muka dan telapak 

tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki 

atau perempuan, dengan tujuan untuk saling kenal mengenal dengan jalan 

sama-sama melihat. 

Sebagaimana ulama’ berpendapat bahwa peminang boleh melihat 

wanita yang akan dinikahi itu pada bagian-bagian yang dapat menarik 

perhatian kepada pernikahan yang akan datang untuk mengekalkan adanya 

suatu perkawinan kelak tanpa menimbulkan adanya suatu keragu-raguan 

                                                           
6 Amir syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta, kencana), 50. 
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atau merasa tertipu setelah terjadi akad nikah.7 Hal tersebut termaktub 

dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal: 

ثَ نَا ابَوُ مُعَا ثَ نَا عَاصِمٌ عَنْ بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ اِلله عَ حَدَّ ََ وِيةََ حَدَّ  ََ ُُعْبَةَ َاَ رَِِ بْنِ  ْ ُِِْ
طَبَْ ُُ نِ امُ

ََ لِ رَسُوَُْ الله صَلَّى اللهُ عَلَْْهِ وَسَلَّمَ انَْظَرْتَ الَِ  ًِ فَ قَا هَا فَ امْراََ ََ فاَنْظرُْ الَِْ ْ هَا َُ لْ ُُ لََ َاَ اِنَّهُ ْ ْ

نَكُمَا )رواه احمد بن حنبل(اَحْرَى انَْ ي ُ  ؤْدَمَ بَ ْ ْ  

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Mu‘awiyah telah 
menceritakan kepada kami Asim dari Bakr bin Abdullah dari al-Mughirah 
bin Syu'bah ia berkata,"Saya meminang seorang wanita, Rasulullah saw. 
lalu bertanya kepadaku: "Apakah kamu telah melihatnya?" Saya 
menjawab: "Belum." Beliau bersabda:"Lihatlah ia karena itu akan lebih 
memantapkan kalian berdua."(HR Ahmad bin Hanbal) 

 
Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan boleh 

dengan ucapan langsung maupun secara tertulis. Meminang perempuan 

sebaiknya dengan sindiran. dalam meminang dapat dilakukan dengan tanpa 

melihat wajahnya, juga dapat melihat wanita yang dipinangnya. Dalam hal ini 

Al-qur’an menegaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 235: 

طَْبَةِ النِ سَآءِ اوَْ اَ وَلََ جُ  َِ ُُسِكُمْ نَاحَ عَلَْْكُمْ فِْْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ  تُمِْ ي  انَْ  كْْنَ ن ْ  

Artinya: “Dan tidak berdosa bagi kamu meminang perempuan dengan 
kata sindiran atau sembunyikan dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa 
kamu akan menyebutkannya kepada perempuan itu.”(QS. Al- 
Baqarah:235). 

 

                                                           
7 Hussein Bahreisj. Perkawinan Islam..., 229-230 
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Anjuran mengenai adanya pinangan (khitbah) dalam pernikahan 

memang sangat dibenarkan dalam ajaran syari’at Islam, ini terbukti 

dengan banyaknya ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW 

yang berkenaan dengan anjuran untuk melakukan pinangan. Selain itu juga 

dibahas bahwa wanita yang baik adalah wanita yang memudahkan lelaki 

dalam mengkhitbahnya dan meringankan maharnya. Sebagaimana hadist 

riwayat Ahmad Ibnu Hanbal: 

عَةِ عَنْ اسَُامَ  ثَ نَا ابْنُ لََِْ ْ ثَ نَا َتْبة بْنُ سَعِْْدٍ َاَََ حَدَّ وَانَ بْنِ سَلِ حَدَّ ُْ ْْمٍ ةَ بْنِ ََيْدٍ عَنْ صَ

ََ رَسُوَُْ الله صَلَّى اللهُ عَلَْْهِ وَ عَنْ عُرْوََِ عَنْ عَائِشَةَ َاَلَ ُْ  طَْ َاَ َِ رُ  ِِ تَ ْْسِْ ْ َرْاَ
بَتِهَا سَلَّمَ يُُْنُ امُ

رُ صَدَاَتَِهَا )رواه احمد بن حنبل(وَت َ  ْْسِْ ْ  

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, dia 
berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah, dari Usamah bin 
Zaid, dari Safwan bin Sulaim, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah berkata; 
Rasulullah saw. bersabda: "Wanita yang berbarakah adalah yang 
memudahkan dalam khitbahnya dan meringankan maharnya. (HR Ahmad 
Ibnu Hanbal). 

 

Sedangkan berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari 

adanya prosesi peminangan telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) pasal 13, ayat 1 dan 2, yang berbunyi: 

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak 

memutuskan hubungan peminangan. 
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2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata 

cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, 

sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. 

Mengenai waktu perkawinan, maka kebanyakan fuqaha’ berpendapat 

bahwa waktunya adalah ketika masing-masing dari kedua belah pihak 

(peminang dan yang dipinang) sudah cenderung satu dengan lainnya, dan 

bukan awal waktu peminangan. 

 

4. Tata Cara Khitbah 

Khitbah bukanlah akad pernikahan melainkan pendahuluan akad. 

Khitbah dilakukan sebelum dilangsungkannya upacara atau resepsi 

pernikahan dalam prakteknya tidak ada aturan khusus yang mengatur 

tentang hal tersebut. Akan tetapi, ada beberapa hal yang biasanya 

dilakukan diantaranya: 

a. Menyampaikan Pinangan  

Menyampaikan pinangan di dalam masyarakat. Secara umum 

pelaksanaannya adalah sebagai berikut :  

1) Laki-laki meminang perempuan melalui orang tua atau walinya. 

Cara ini adalah cara yang paling konvensional dan paling 

banyak dikenal oleh masyarakat. Lelaki meminang perempuan 

lajang melalui wali perempuan tersebut. Dalam Islam, perempuan 

yang masih gadis apabila menikah harus atas persetujuan walinya. 
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Seorang laki-laki tidak cukup hanya menyampaikan pinangan 

kepada wanita yang hendak dipinang, sebab kalaupun perempuan 

tersebut menerima pinangan, masih ada pihak lain yang 

menentukan yaitu walinya.8 

Orang tua wali ataupun pihak keluarga dari laki-laki juga dapat 

melamar melalui keluarga perempuan yang hendak dijadikan istri. 

Hal seperti ini juga dibenarkan dalam Islam, cara ini pernah 

dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika meminang Aisyah melalui 

sahabatnya Abu Bakar r.a.9 

2) Meminang yang dilakukan oleh utusan  
Meminang melalui utusan atau perantara untuk menghadapi 

keluarga perempuan atau menghadapi langsung perempuan yang 

hendak dijadikan istri adalah dibenarkan dalam Islam karena 

Rasullullah SAW sendiri pernah meminang Ummu Salamah 

dengan cara tersebut.10 

3) Meminang dengan sindiran di masa Iddah  

Perempuan yang berada dalam masa iddah haram dinikahi 

sampai masa iddahnya selesai. Akan tetapi hukum agama tidak 

melarang adanya khitbah yang dilakukan laki-laki kepada 

perempuan yang sedang menjalani iddah. Seorang laki-laki bisa 

                                                           
8 Cahyadi Takariawan, Izinkan…, 49.   
9 Ibid.,50. 
10 Ibid.,53. 
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melakukan khitbah dengan sindiran kepada perempuan yang 

sedang dalam masa iddah tersebut. 

 
b. Ucapan Dalam Khitbah  

Tata cara menyampaikan ucapan pinangan dapat dilakukan dengan dua 

cara, yaitu: Pertama; menyampaikan Khitbah dengan kata Sḥarih atau 

ucapan yang jelas dalam arti ucapan tersebut bertujuan untuk meminang 

tidak untuk makna yang lain, seperti ucapan “Saya berkeinginan untuk 

meminang dan mengawininya”. Kedua; menyampaikan Khitbah dengan 

cara Kinayah atau ucapan yang berbentuk sindiran dengan arti ucapan 

tersebut masih mencakup pada makna selain Khitbah seperti ucapan “tidak 

ada orang yang tidak senang kepadamu”.11 

 
c. Melihat Wanita yang dipinang  

Melihat wanita yang dianjurkan oleh agama. Tujuan anjuran tersebut 

adalah agar mengetahui keadaan wanita yang dipinang dan tidak menjadi 

sebab bagi si peminang untuk menceraikan istrinya setelah akad nikah. 

Selain itu, tujuan melihat pinangan adalah untuk mengetahui keadaan 

yang sebenarnya dari calon istri, sehingga suatu perkawinan selayaknya 

bisa dilaksanakan jika masing-masing pihak telah menyukai satu sama lain.  

Jumhur ulama berpendapat bahwa bagian badan yang boleh dilihat 

yaitu wajah dan telapak tangan. Dengan melihat wajahnya dapat diketahui 
                                                           
11 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Sumur 1981), 7-8..   
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cantik/jeleknya dan dengan melihat telapak tangan dapat diketahui 

badannya subur atau tidak. Sedangan Imam Daud Ad-Zahiri 

membolehkan seluruh badan perempuan yang dipinang untuk dilihat.12 

‘Abdurrahman al-Auza’i berpendapat boleh melihat daerah-daerah yang 

berdaging. Menurut ulama Mazhab Hambali bagian yang boleh dilihat 

adalah muka, kedua telapak tangan, kedua kaki, kepala (leher), dan betis.  

Perbedaan pendapat diantara ahli fiqh ini terjadi karena hadits yang 

menjadi dasar kebolehan melihat Khitbah hanya membolehkan secara 

mutlak, tanpa menentukan anggota tubuh mana yang boleh dilihat. Ulama 

fiqh sepakat bahwa kebolehan melihat pinangan hanya berlaku pada lelaki 

saja, akan tetapi wanita juga boleh lelaki yang dipinangnya.13 

Waktu melihat pinangan hendaklah pihak calon mempelai ditemani 

oleh mahramnya, sebab agama melarang laki-laki dan perempuan yang 

bukan mahram berkhalwat, namun selama perkenalanya itu dengan tujuan 

untuk meminang diperbolehkan.14 

Melihat perempuan yang hendak dipinang adalah ketika hendak 

menyampaikan pinangan, bukan setelahnya. Karena jika ia telah melihat 

perempuan tersebut sebelum pinangan disampaikan, ia dapat 

                                                           
12 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid , 41.   
13 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam,  930-931. 
14 Yusuf Qordhawi, Alih Bahasa Mu’amal Hamidy, Halal Haram dalam Islam, (Surabaya:Bina Ilmu 
2003), 24.   
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meninggalkan perempuan itu tanpa menyakitinya jika ternyata ia tidak 

suka pada perempuan itu setelah melihatnya.15 
 

B. Pernikahan  

1. Pengertian Pernikahan  

Pernikahan secara umum yakni ikatan lahir batin antara pria dan 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga 

bahagia dan kekal. Maka pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang 

sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Sebagai suatu 

bagian dari kehidupan di antara kedua insan yang diharapkan mampu 

bertahan sepanjang hidupnya, peristiwa ini tentu saja tidak bisa begitu saja 

berlalu. 

Sedangkan perkawinan atau pernikahan dalam fikih berbahasa Arab 

disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Menurut fiqih, nikah 

adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan 

atau masyarakat yang sempurna.16 Menurut Rahmat Hakim, penggunaan 

kata nikah atau kawin mengandung dua maksud. Konotasinya tergantung 

pada arah kata itu dimaksudkan (syiaq al-kalam). Ucapan nakaḥa fulanun 

fulanah (Fulan telah mengawini fulanah) artinya adalah melakukan akad 

                                                           
15 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan, 57. 
16 Abdurrahman Al-Jaziri, 1986. Kitab ‘ala Mazahib al-Arba’ah. Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas 
al-Arabi, 3. 
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nikah. Akan tetapi bila kalimatnya adalah nakaḥa fulanun zaujatuha 

(Fulan telah mengawini Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual.17 

Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang 

mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai 

lafaz nikah atau tazwij. Nikah atau zima’ sesuai dengan lafaz linguistiknya, 

berasal dari kata “al-wath” yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah 

adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks 

dengan lafaz an-nikah atau at-tazwij, artinya bersetubuh dengan 

pengartian menikahi perempuan, makna hakikatnya menggauli istri dan 

kata “munakahat” diartikan saling menggauli.18 

Sejalan dengan sumber di atas, Islam memandang pernikahan (nikah) 

adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang 

terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak 

menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Pernikahan 

disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan 

perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga 

mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan 

perempuan sebagai istrinya.19 Sebagaimana Firman Allah dalam surah An-

Nisa’ ayat 21: 

                                                           
17 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 1, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), 10. 
18 Ibid., 11. 
19 Dewani Romli, Fiqih Munahat,( Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, 2009), 10. 
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ذُوْنهَُ وَََدْ افَْضَى بَ عْضُكُمْ اِلََ بَ عْضٍ وَّ  َُ اظً ْْ لِ ا غَ اًَ ثَ ْ ْ م ِ  مْ كُ نْ مِ  نَ ذْ ََ اَ وكََْْْفَ تََْ  

Artinya:“Dan mereka istri-istri telah mengambil dari kamu sekalian  
         perjanjian yang kuat”. (QS. An-Nisa’ : 21).20 

 

Sehingga dari beberapa sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pernikahan merupakan suatu perjanjian ikatan antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian seperti 

perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah 

adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan 

antara keduanya dan juga mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta 

memiliki rasa kasih sayang, sesuai dengan sistem yang telah ditentukan 

oleh syari’at Islam. 

2. Hukum Pernikahan 

Hukum Nikah (pernikahan) adalah hukum yang mengatur hubungan 

antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran 

kebutuhan biologis, dan hak juga keajiban yang berhubungan dengan 

akibat pernikahan tersebut. 

Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian 

besar para fuqoha’ (para sarjana Islam) adalah mubaḥ atau ibadah (halal 

dan dibolehkan). Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan 

                                                           
20 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung : CV Diponegoro,, 2005), 64. 
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maslahat takliif perintah (thalabal fiil) takliif takhir, dan takliif larangan 

(thalabal kaff). Dalam takliif larangan, kemaslahatanya adalah menolak 

kemafsadatan dan mencegah kemudharatan. Di sini perbedaan tingkat 

larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif 

yang ditimbulkan. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih 

besar dibandingkan kerusakan pada perkara makruh. Oleh karena itu, 

meskipun pernikahan itu asalnya adalah mubah, namun dapat merubah 

menurut ahkaamal-khasanah (hukum yang lima) menurut perubahan 

keadaan, yaitu:21 

1. Nikah wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang 

akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah 

mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan 

haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan 

nikah. 

2. Nikah haram, nikah diharamkan bagi orang yang atau bahwa dirinya 

tidak mampu melaksanakanya hidup berumah tangga melaksanakan 

kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan 

kewajiban batin seperti mencampuri istri atau bila seorang pria atau 

wanita tidak bermaksud akan menjalankan kewajiban-kewajiban 

sebagai suami istri atau pria ingin menganiaya wanita atau sebaliknya 

                                                           
21 Tihami dan Sahrani sohari. Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta : Rajagrafindo, 
2013), 9. 
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pria/wanita ingin memperolok-olokan pasangannya saja maka 

haramlah yang bersangkutan itu menikah.22 

3. Nikah Sunnah, nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah 

mampu tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan 

haram. Nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak 

diajarkan oleh Islam.  

4. Nikah Mubaḥ, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah 

dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, belum wajib 

nikah dan tidak haram bila tidak menikah. 

Sejalan dengan hal tersebut, pernikahan merupakan sunnatullah pada 

dasarnya adalah mubah tergantung pada tingkat maslahahnya. Sehingga, 

Imam Izzudin Abdussalam membagi maṣlaḥah  menjadi tiga bagian, 

yaitu:23 

1. Maslaḥat yang diwajibkan oleh Allah Swt bagi hambaNya. Maslahat 

wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (utama), afdhal (paling 

utama) dan mutawassith (tengah-tengah). Maslaḥat yang paling utama 

adalah maslaḥat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat 

menghilangkan mufsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan 

kemaslahatan yang paling besar. 

                                                           
22 Ibid., 10. 
23 Ibid., 10. 
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2. Maslaḥat yang disunahkan oleh syar’i kepada hambanya demi untuk 

kebaikan, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah 

tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, 

maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang 

mendekati maslahat mubah.  
3. Maslaḥat mubaḥ. Bahwa dalam perkara mubaḥ tidak terlepas dari 

kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam 

Izzudin berkata: “Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. 

Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar 

kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak 

berpahala” 
Oleh karena itu, dari beberapa uraian di atas menggambarkan bahwa 

hukum pernikahan menurut Islam bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan 

mubaḥ tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya 

 
3. Rukun dan Syarat Pernikahan 

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan 

syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. 

Sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. 

Jika kedua unsur ini tidak terpenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah 

menurut hukum.24 Rukun juga bisa diartikan dengan sesuatu yang mesti 

                                                           
24 Departemen Agama RI, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, 16. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34 
 

 
 

ada sebagai penentu sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan 

sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Seperti 

membasuh muka untuk wudlu’ dan takbirotul ihrom untuk sholat, atau 

adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.25 

Tentang jumlah rukun nikah ini para Imam Madzhab berbeda pendapat 

dalam menentukanya. Imam Malik mengatakan rukun nikah itu ada lima 

macam, yaitu : wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon 

pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan ṣighat akad nikah. 

Imam Syafi’i juga menyebutkan lima, yaitu calon pengantin lakilaki, calon 

pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan ṣighat akad nikah. 

Sedangkan menurut para ulama madhzab Hanafiyah menyebutkan 

rukun nikah itu hanya ada satu yaitu ijab dan kabul (akad yang dilakukan 

oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedang 

menurut segolongan ulama yang lain menyebutkan rukun nikah ada empat, 

yaitu : ṣighat (ijab dan kabul), calon pengantin perempuan, calon 

pengantin laki-laki, dan wali dari pihak calon pengantin perempuan.26 

Dalam KHI, tentang rukun nikah ini disebutkan dalam Pasal 14 yaitu 

”untuk melaksanakan perkawinan harus ada : calon suami, calon istri, wali 

nikah, dua orang saksi dan ijab serta kabul.27 

                                                           
25 Abd. Rahman Ghozaly, , Fiqh Munakahat, (Jakarta; Prenada Media, 2003), 16 
26 Ibid., 48. 
27 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Direktorat Jenderal 
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), 18. 
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Dari uraian diatas, jumhur ulama telah sepakat bahwa rukun 

perkawinan terdiri atas :  

1). Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan  

2). Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, 

3). Adanya dua orang saksi, 

4). Adanya sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang di ucapkan oleh 

wali atau wakilnya dari pihak perempuan dan dijawab oleh calon 

pengantin laki-laki. 

Sedangkan syarat perkawinan merupakan dasar sah tidaknya suatu 

perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah 

dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri, 

diantaranya sebagai berikut:28 
1. Syarat Calon Suami. 

a) Islam 

b) Lelaki yang tertentu 

c) Bukan lelaki mahram dengan calon isteri  

Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram 

dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selama-

lamanya. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-quran surat an-Nisa’ 

23: 
                                                           
28 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan 
Undangundang Perkawinan, (Jakarta : Prenada Media, 2006),  59. 
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وتُكُمْ  وَبَ نَ تُكُمْ  مَّهتُكُمْ اُ  مْ كُ ْْ لَ حُرِ مَ ُْ عَ  ََ لَتُكُمْ  وَعَم تُكُمْ  وَاَ ََ َْ  وَبنَ ُُ  الَأخِ  وَبنَ ُُ  وَ  وَ   ُِ الُأ
وَا ارَْضَعْنَكُمْ  تىالَّ  مَّهَتُكُمُ اُ  ََ لْتُ  مْ  تِى الَّ  مُ نِسآءكُْ  وَامَُّهَ ُُ  الر ضَاعَةِ  مِنَ  ت كُُمْ  وَاَ ََ  تَكُونوُا لَْ  نْ فَ إِ  بِِِنَّ  دَ

لْتُمْ  ََ َُ لَ وَحَ  مْ كُ ْْ لَ ا عَ جُنَحَ  لَ فَ  بِِِنَّ  دَ ت َ لَُ تََْمَعُوا بَ یَْْ اْ  نْ وَاَ  كُمْ بِ لَ نَ مِن اَصْ يْ ذِ الَّ  مُ نآءكُْ بْ أَ  ءِ  لََّ یِْْ ِِ َْ
ََدْ سَلَفْ ِِ  ُُوراً رًحِْْمً االلهَ كَْ  نَّ مَا  اانَ غَ  

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu 
yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, 
saudara saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan 
dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anakanak perempuan 
dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang 
menyusui kamu, saudara-saudara sesusuan, ibu-ibu isterimu 
(mertua) ank-anak isterimu yang ada dalam pemeliharaanmu, 
dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum 
menyampuri isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak 
berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-
isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam 
perkawina) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah 
terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang”.29(QS. An-Nisa’ : 23) 

 
Dari ayat tersebut kita dapat memilih bahwa pada ayat tersebut terbagi 

menjadi tiga hal:  

1) Karena ada hubungan nasab (larangan ini untuk selama-lamanya)  

2) Larangan perkawinan karena ada hubungan musaharah 

(perkawinan)  

3) Larangan perkawinan karena susuan  

d) Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dikawini adalah sah 

dijadikan isteri. 

2. Syarat Calon Istri 
                                                           
29 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1977), 120. 
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a) Islam  

b) Perempuan tertentu  

c) Baligh  

d) Bukan perempuan mahram dengan calon suami  

e) Bukan seorang khunsa  

f) Bukan dalam ihram haji atau umrah  

g) Tidak dalam iddah  

h) Bukan isteri orang 
3. Syarat Wali 

a) Islam, bukan kafir dan murtad  

b) Lelaki  

c) Baligh  

d) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan 

e) Bukan dal ihram haji atau umrah 

f) Tidak fasik  

g) Tidak cacat akal pikiran  

h) Merdeka 

 

4. Syarat Saksi 

a) Sekurang-kurangnya dua orang  

b) Islam  

c) Berakal baligh  
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d) Laki-laki  

e) Memehami kandungan lafal ijab dan qabul 

 f) Dapat melihat, mendengar dan bercakap  

g) Adil  

h) Merdeka 
Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, 

atau yang sedang mabuk, maka perkawinan tidak sah, sebab mereka 

dipandang seperti tidak ada.30 Bagi orang yang buta, tuli atau bisu bisa 

menjadi saksi asalkan mereka benar-benar mampu mengenali dan 

membedakan suara-suara pelaku-pelaku akad, secara yakin dan pasti.31 

5. Syarat Ijab 

a) Pernikahan ini hendaklah tepat  

b) Tidak boleh menggunakan sindiran  

c) Diucapkan wali atau wakilnya  

d) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut’ah  

e) Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan prasyaratsewaktu ijab dilafadzkan) 
6. Syarat Kabul 

a) Ucapan seperti ucapan ijab  

b) Tidak berkata sindiran  

c) Dilafalkan oleh calon suaminya  

                                                           
30 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz VI, (Bandung : PT. Al Ma’arif, 2000), 90. 
31 M. Bagir Al Husbi, Fiqih Praktis, (Bandung : Mizan, 2002),  71. 
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d) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut’ah  

e) Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan prasyaratsewaktu ijab dilafadzkan)  

f) Menyebut nama calon isteri  

g) Tidak di selangi oleh perkataan lain 

 

C. Maṣlaḥah Mursalah 

1. Pengertian Maṣlaḥah Mursalah 

 
Maṣlaḥah Mursalah menurut istilah adalah terdiri dari dua kata, yaitu 

maslahah dan mursalah. Kata maslahah menurut bahasa berarti ‘’manfaat’’, 

dan kata mursalah berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu 

maṣlaḥah mursalah.  

Menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahab Khallaf: 

  اه َّاء َّلغ َّا َّل َّو َّاَّا َّه َّار َّب َّت َّع َّل ََّّل َّي َّل َّد ََّّع َّار َّالش ََّّن َّع ََّّد َّر َّي ََّّل  ََّّة َّح َّل َّص َّاَّم َّه َّن  َّا

“Maṣlaḥah Mursalah ialah maslahat yang tidak ada dalil syara’ datang 
untuk mengakuinya atau menolaknya”. 
 

Hal ini berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada 

ketegasan hukum untuk merealisasikanya dan tidak pula ada dalil tertentu baik 
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yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga dia disebut maslahah 

mursalah (maslahah yang terlepas dari dalil secara khusus).32    

Secara etimologis, kata al- Maṣlaḥah, jamaknya al- Maṣlaalih sesuatu 

yang baik, yang bermanfaat. Kata tersebut merupakan lawan dari keburukan 

atau kerusakan.33 Kadang-kadang disebut pula istiṣhlaḥ yang berarti mencari 

baik. Sedangkan maṣlaḥah menurut syara’ pada dasarnya di kalangan ulama 

ushul fiqih  mempunyai pandangan yang sama, meskipun berbeda-beda dalam 

memberikan definisi.34 

Jalaluddin Abdurrahman misalnya, memberikan definisi maṣlaḥah 

ialah memelihara hukum syara’ terhadap berbagai kebaikan yang telah 

digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan 

hawa nafsu manusia belaka.35 Menurut Muhammad Abu Zahrah 

mendefinisikan maṣlaḥah mursalah dengan : 

  اءِ َِ لْ لِ اْ وِ اَ  ارِ بَ تِ عْ لَِْ بِ  اصٌ ََ  لٌ صْ ا اَ لَََ  دُ هَ شْ يَ لََ ى وَ مِ لَ سْ لَِ اْ  عِ ارِ الشَّ  دِ اصِ قَ مَ لِ  ةُ مَ ئِ لَ مَ الْ  حُ الِ صَ مَ الْ  ىَ هِ 
 

“Maṣlaḥah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan petunjuk tertentu 
yang membuktikan tentang pengakuan dan penolakannya”.36 
 

Hal tersebut berarti maṣlaḥah mursalah yakni maslahat yang 

bersesuaian dengan tujuan Islam dan tidak ditopang oleh dalil yang ditentukan 

                                                           
32 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, (Jakarta: Kencan Prenada Media Group, 2008), 333. 
33 Jalaluddin Abdurrahman, Al-Masalih wa Makanatuha Fi al-Tasyri’, (Mesir : Matba’ah Al-Sa’adah,, 
1983), 12. 
34 Muksana Pasaribu,” Maslahat dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, Jurnal 
Asyariah Vol. 1 No. 04, (Desember 2014),  350. 
35 Ibid., 351. 
36 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 119 
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hukumnya melalui dalil maṣlaḥah mursalah.37  Sejalan dengan penjelasan di 

atas, Al-Ghazali dalam kitab al-musytaṣyfa yang dikutip oleh Amir 

Syarifuddin, merumuskan maṣlaḥah mursalah sebagai berikut: 

عْتِبَارِ نَص  م ٌ  الَْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرعِْ بِلْبُطَْلَنِ وَلََ بِلَِْ مُعَیَّْ  

“Apa-apa (maslahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk 
nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.38 
 

Dengan demikian, inti pokok al- Maṣlaḥah al-Mursalah ketiadaan nas 

mengenai suatu peristiwa yang di dalamnya terdapat kemaslahatan yang tidak 

bertentangan dengan tujuan syariat, dengan kata lain nas tidak membicarakan 

kemaslahatan tersebut, baik dalam bentuk menetapkan hukumnya, 

memerintahkan mewujudkannya, maupun melarang memperhatikannya.39 

Sebagaimana dikemukakan dalam bab qiyas bahwa sesuatu yang bisa 

dijadikan illat hukum adalah sifat yang dijadikan illat itu mesti sesuai 

(mula’im) dengan hukum dan tujuan-tujuan yang dikehendaki syara’. Sifat 

yang mula’im itu ada yang berbentuk mu’tabar (ditunjuk langsung oleh nas), 

ada yang mulghi (ditolak oleh nas), ada juga yang mursal (yang tidak 

didukung dan ditolak oleh nas juz’i, tetapi didukung seara umum oleh 

sejumlah nas).40 

                                                           
37 Noorwahidah, “Esensi Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Teori Istinbat Hukum Imam Syafi’I”. (Tesis 
Fakultas Syari’ah Antasari), 4. 
38 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh… , 333. 
39 Noorwahidah, Esensi Al- Maslahah…, 4. 
40 Nasrun Haroen, UshulFiqih, (Jakarta: Logos, 1996), 111. 
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Berdasarkan beberapa sumber di atas, penulis menyimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan Maṣlaḥah Mursalah artinya memelihara 

hukum syara’ yang bersesuai dengan tujuan syariat Islam terhadap 

kebaikan yang tidak ditopang oleh dalil yang ditentukan. 

2. Sejarah Maṣlaḥah dan Pencetusnya. 

Jika ditelusuri, metode Maṣlaḥah tampaknya telah dikembangkan 

oleh para mujtahid pada abad ke-6 Hijriyah dan lebih dikembangkan lagi 

oleh para pemikir kontemporer dizaman sekarang ini.41 Istilah maṣlaḥah 

banyak disandarkan kepada konsep maqaṣhid al-Syari’ah, menurut 

Ahmad Rasyuni, istilah maslahah pertama kali digunakan oleh Imam al-

Turmidzi, ulama yang hidup pada abad ke-3 Hijriyah.  

Dialah ulama yang dianggap pertama kalinya menyuarakan konsep 

Maṣlaḥah mursalah dan Maqaṣhid al-Syari’ah dalam karya-karyanya 

seperti al-Sḥalaḥ wa Maqaṣhidu, al-Hajj wa Asrar, al-‘Illah dan lain-lain. 

Kemudian diadopsi oleh Imam Shihab al-Din al-Qaraffi menjadi judul 

buku karanganya.42 

Setelah At-Tirmidzi kemudian muncul Abu Manshur al-Maturidi 

(w.333H), dengan karyannya Ma’had al-Syarh disusul Abu Bakar al-

Qaffal al-Syasyi (w. 365H) dengan bukunya Uṣhul al-Fiqh dan Maḥasin 

al-Syariah. Setelah al-Qaffal muncul pula Abu Bakar al-Abhari (w 375H), 

                                                           
41 Enden Haetami, “Perkembangan Teori Maslahah ‘Izzu al-Din Abd Al-Salam dalam Sejarah 
Perkembangan Sejarah Hukum Islam”, Jurnal Asyariyah Vol. 17 No. 1, (April 2015), 5. 
42 Ibid., 6. 
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dan Muhammad al-Baqilani (w 403H), masing-masing dengan karyanya, 

yaitu Mas’alah al-Jawab wa al-Dalayl wa al-‘Illah dan al-Taqrib wa al-

Irsyad fi Tartib Thuruq al-Ijtihad.43 

3. Dasar Kehujjahan Maṣlaḥah Mursalah 

Jumhur ulama sepakat bahwa maṣlaḥah mursalah adalah bukan dalil 

yang berdiri sendiri. Maṣlaḥah mursalah tidak terlepas dari petunjuk syara’, 

ulama tidak akan menggunakan maṣlaḥah mursalah dalam menghukumi 

sesuatu meskipun sesuatu itu mendatangkan manfaat menurut tinjuan akal dan 

sejalan dengan tujuan syara’ (mendatangkan keselamatan), tetapi hal itu 

bertentangan dengan prinsip nas, maka ketika itu nas harus didahulukan. Dan 

ketika itu ada maṣlaḥah mursalah tidak dapat digunakan.44 

Karena tidak ada nas yang memerintahkan atau melarang perwujudan 

kemaslahatan yang terkandung didalam al- Maṣlaḥah al-Mursalah maka para 

ulama’ berbeda pendapat mengenai kebolehan penggunaanya sebagai dalil 

syara’ sebagian mereka menerima dan sebagian lain menolaknya. 

Jumhur ulama’ menerimanya sebagai dalil syara’ karena berbagai 

alasan45: 

1. Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah 

mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya 

                                                           
43 Wardianta, Ijtihad Religius Ahmad al-Raisuni, (Surabaya:Erlangga, 1995),  40. 
44 Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana 2011),  89. 
45 Muhtar Yahya DKK, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami, (Bandung:al-Ma’arif, 1986), 
105-106. 
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kemaslahatan kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak 

diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan 

yang ada nasnya saja, niscaya banyak kemaslahatan manusia yang 

terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda akan 

mengalami kekosongan hidup dan syariat sendiri tidak dapat 

mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan 

syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia disetiap 

tempat dan masa. 

Hal ini sesuai dengan Firman Allah yakni: 

َُذُو بَِحْسَنِهَاوَأْمُرْ ََ وْمَ  كَ يََْ  

“Perintahkanlah kepada umatmu untuk mengambil yang paling 
baik”. (QS. Al-A’raf : 145) 
 

ََ   نَ يْ ذِ الَّ  ادِ بَ عِ  رْ ش ِ بَ ف َ  حْسَنَهُ فَ َْ تَّبِعُوْنَ اَ  يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْ   

“Beri kabar gembiralah hamba-hambaku  yang mendengarkan 
ucapan-ucapan orang dan mengambil jalan paling baiknya”. (QS. 
Az-Zumar : 17) 
 

2. Menurut penyelidikan, hukum-hukum, putusan-putusan, dan 

peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabiin dan 

imam-imam mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan 

bersama.  
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Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah serta sebagian dari kalangan 

Syafiiyah berpendapat bahwa maṣlaḥah mursalah dapat dijadikan dasar 

hukum. Maka jika hukumnya tidak ada dalam nas, ijma’, dan qiyas maka 

ketika itu hukumnya diserahkan kepada maṣlaḥah mursalah.  

Diantara ulama yang banyak mengunakan maṣlaḥah mursalah ialah 

imam Malik dengan alasan bahwa Allah SWT mengutus Nabi Muhammad 

SAW untuk kemaslahatan umat atau manusia, maka kemaslahatan ini jelas 

dikehendaki oleh syara’ sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-

Anbiya ayat 107 : 

رَحمَْ    ةً ل لِْعَالَمِیَْْ وَمَآ ارَْسَلْنكَ اِلََّ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus Engkau (Muhammad) melainkan untuk 
(menjadi) rahmat bagi seluruh Alam”. (QS. Al-Anbiya’ :107). 

 
Pembentukan hukum berdasarkan maṣlaḥah mursalah ini tidak akan 

terhenti, akan terus menerus dibutuhkan. Alasan bagi mereka yang 

mengunakan maslahah mursalah sebagai sumber hukum sebagaimana 

dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf sebagai berikut:46  

a. Masalah umat itu selalu baru dan tidak ada habisnya sampai akhir zaman. 

Permasalahan umat semakin kedepan semakin kompleks dan rumit. Jika 

hanya mengandalkan nas saja maka akan terabaikan beberapa 

kemaslahatan ummat manusia diberbagai tempat dan zaman. Dan berarti 

                                                           
46 Miftahul Arifin DKK, Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam, (Surabaya:Citra Media 1997),  92. 
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pembentukan hukum tidak memperhatikan perkembangan ummat dan 

kemaslahatanya. Hal ini berarti bertentangan dengan tujuan pembentukan 

hukum. 

b. Sejarah telah membuktikan, bahwa para sahabat, tabiin, dan para 

mujtahid dengan jelas telah membentuk hukum berdasarkan 

pertimbangan maslahah mursalah. Maka Abu Bakar telah menghimpun 

beberapa lembaran yang bercerai berai yang ditulis didalamnya ayat-ayat 

Alquran dan memerangi para pembangkan zakat. Umar menghukumi 

talak tiga untuk satu kali ucapan, Umar tidak memberikan zakat kepada 

orang-orang yang baru masuk Islam, Umar menetapkan undang-undang 

adanya pajak, pembukuan administrasi, membangun penjara dan 

menghentikan pelaksanaan hukum pidana kepada pencuri, pada tahun 

kelaparan. Usman telah menyatukan umat Islam dalam 1 mushaf dan 

menyebarluaskannya, dan pada waktu bersamaan membakar mushaf 

yang lain. Usman menetapkan pembagian waris kepada istri yang ditalak 

karena menghindari warisan kepadanya. Ali telah membunuh para 

penghianat dari kalangan Syiah Rafidah. Ulama Hanafiyah telah 

melarang seseorang yang suka bersenda gurau untuk menjadi mufti, dan 

orang kaya pailit untuk mengurus harta benda. Malikiyah membolehkan 

menahan orang yang dituju salah untuk diperoleh pengakuanya. 
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Syafiiyah mengharuskan qisas kepada sekelompok manusia ketika 

membunuh seseorang.47  

4. Macam-macam Maṣlaḥah 

Para ahli Ushul Fiqih mengemukakan beberapa pembagian maslahah, 

jika dilihat dari beberapa segi.  

1. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli Ushul 

Fiqih membaginya menjadi tiga macam, yaitu:48 

a. Maṣlaḥah al-Dharuriyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan 

kebutuhan pokok umat manusia didunia dan diakhirat. Kemaslahatan 

seperti ini ada lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, 

memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima 

kemaslahatan ini disebut dengan Al- Maṣlaḥah al-Khamsah. 

b. Maṣlaḥah al-Ḥajiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam 

menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya 

berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara 

kebutuhan mendasar manusia. Mislanya dalam hal ibadah diberi 

keringanan meringkas (qasr), sholat, dan berbuka puasa bagi orang 

yang sedang musafir: dalam bidang muamalah dibolehkan berburu 

binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan 

melakukan jual beli pesanan (bai’al-Salam), kerja sama dalam 

                                                           
47 Ibid., 102. 
48 Ibid., 103. 
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pertanian (Muzara’ah), dan perkebunan (Musaqqah). Semuanya ini di 

isyaratkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar al-maṣhalih 

al-khamsah di atas. 

c. Maṣlaḥah al-Tahsiniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap 

berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. 

Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang 

bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah nsebagai amalan 

tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan 

manusia. 

2. Sedangkan dilihat dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh 

akal dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud 

usaha mencari dan menetapkan hukum, maṣlaḥah itu disebut juga dengan 

munasib atau keserasian maṣlaḥah dengan tujuan hukum. Abdul Karim Jaidan 

membagi maslahah menjadi 3 bagian besar:49 

1. Al- Maṣlaḥah al-Mu’tabarah ialah maslahah yang secara tegas diakui 

oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk 

merealisasikannya. Ketentuan syari' tersebut baik secara langsung maupun 

tidak langsung yang digunakan sebagai alasan penetapan hukum50. 

Maṣlaḥah ini terbagi menjadi dua, yakni: 

                                                           
49.Ibid., 106. 
50 Satria Effendi dan M Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2008), 149-150. 
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a. Al-munasib al-mu'atstsir merupakan maṣlaḥah yang di dalam 

menetapkan hukum terdapat petunjuk syara' secara langsung dari 

pembuat hukum (syari') baik dalam bentuk nash ataupun ijma. 

Contohnya yaitu dalil nash yang menunjuk langsung pada masalahah, 

seperti larangan mendekati perempuan yang sedang haid, karena hal 

ini bertujuan menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Dalam hal 

ini munasib tersebut terdapat adanya alasan penyakit yang 

dihubungkan mendekati perempuan, sebagaimana firman Allah dalam 

Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 22 yakni: 

ُُا وَّالسَّمَآءَ بنَِآءً وَّانَْ زَََ مِنَ السَّ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اْلََرْضَ  رََ  بهِِ مِنَ فِراَ َْ مَآءِ مَآءً فاََ

وْنَ الثَّمَراَتِ رََِْاً لَّكُمْ فَلَ تََْعَلُوا لِلِِ  انَْدَادُا وَّانَْ تُمْ تَ عْلَمُ   

Artinya: “Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang 
haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu 
jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati 
mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, 
campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang 
diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai 
orang-orang yang tobat dan menyukai orang menyucikan 
diri.” (QS. al-Baqarah (2): 22).51  

 
Untuk contoh lain perihal maṣlaḥah di atas yakni perintah 

berjihad untuk memelihara agama dari gempuran musuh. Diwajibkan 

qishas untuk menjaga kelangsungan jiwa, hukuman untuk peminum 
                                                           
51 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), 11.  
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khamer demi memelihara akal, hokum zina untuk memelihara 

kehormatan dan keturunan, hukuman pencuri untuk memelihara harta. 

b. Munaṣib mulaim yaitu Maṣlaḥah yang tidak terdapat petunjuk 

langsung dari syara', baik dalam bentuk nash maupun isyara. Namun 

secara tidak langsung maslahah tersebut mengandung petunjuk syara' 

yang menetapkan bahwa keadaan itulah yang ditetapkan oleh syara'. 

Seperti: Diperbolehkannya jama' shalat bagi orang yang muqim' 

(penduduk setempat) karena hujan. Alasan diperbolehkan melakukan 

jama' shalat yaitu karena syara' melalui ijma menetapkan perjalanan 

(safar) merupakan keadaan yang sejenis dengan hujan.  

Menetapkan keadaan dingin sebagai alasan halangan shalat 

berjamaah. Dalam hal ini tidak ada petunjuk syara' yang menetapkan 

keadaan dingin sebagai alasan untuk tidak shalat berjamaah. Namun, 

ada petunjuk syara' yang sejenis dengan keadaan dingin yaitu 

perjalanan. Sehingga adanya keringanan hukum perjalanan berupa 

jama' shalat, sama halnya dengan meninggalkan shalat jamaah dalam 

keadaan dingin.  

Dari penjelasan di atas, walaupun bentuk maṣlaḥah dalilnya 

tidak secara langsung, namun masih ada perhatian syara' kepada 

maṣlaḥah tersebut.  

2. Al- Maṣlaḥah al-Mulghaḥ ialah sesuatu yang dianggap maṣlaḥah oleh 

akal pikiran, tetapi kemudian dianggap palsu karena nyatanya 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

51 
 

 
 

bertentangan dengan ketentuan syariat. Hal ini dapat diartikan bahwa akal 

menganggap baik dan tidak bertentangan dengan tujuan syara', akan tetapi 

syara' menentukan hukum yang berbeda dengan apa yang di tuntut oleh 

maṣlaḥah tersebut. Misalnya ada anggapan bahwa menyamakan 

pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan adalah maṣlaḥah 

Tetapi anggapan ini bertentangan dengan syariat yang menegaskan bahwa 

bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Sebagaimana 

firman Allah pada Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 11 yakni: 

ي ُ وْ صِ ْْ كُ مُ  اللهُ  ي   اَ وْ لََ دِ كُْ مْ  لِ ذَّ كَْ رِ  مِ ثْ لُ  حَ ظ ِ  اْ لَُ ن ْ ث َ ْ َ یِْْ     فَ اِ نْ   كُْ نَّ  نِ سَ آءً   ف َ وْ قَ  اث ْ ن َ ت َ یِْْ  ف َ لَ هُ نَّ  ث ُ لُ ثَ ا 

مَ ات َ رَ كَ     وَ اِ نْ   كَْ انَ  ُْ  وَ احِ دَ ًِ  ف َ لَ هَ ا الن ِ صْ فُ  َلي وَ لََِ ب َ وَ يْ هِ  لِ كُ ل ِ  وَ احِ دٍ  م ِ ن ْ هُ مَ االس  دُ سُ  مَِّ ا ت َ رَ كَ  اِ نْ   

َْ وَ ٌِ  فَ لُِ م ِ هِ   كَْ انَ  لَ هُ  وَ لَ دٌ     فَ اِ نْ  لَّْ  يَ كُ نْ  لَ هُ  وَ لَ دٌ  وَّ وَ رِ ثَ هُ  اَ ب َ وَ هُ  فَ لُِ م ِ هِ  الث   لُ ثُ     فَ اِ نْ   كَْ انَ  لَ هُ  اِ 

الس  دُ سُ  مِ نْ  ب َ عْ دِ  وَ صِ َّ ةٍ  ي   وْ صِ ي بَِِ آ اَ وْ دَ يْ نٍ  َلي اَ بَ ؤُ كُْ مْ  وَ اَ ب ْ نَ آؤُ كُْ مْ    لَتََدْ رُ وْ نَ  اَ ي   هُ مْ  اَ َ ْ رَ بُ  لَ كُ مْ  

ُْ عً ا َلي فَ رِ يْ ضَ ةً  م ِ نَ  اللهِ  َلي اِ نَّ  اللهَ   كَْ انَ  عَ لِ ْْ مً ا حَ كِ ْْ مً ا   ن َ 

Artinya:”Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang 
(pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak 
perempuan. Dan jika anakitu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih 
dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. 
Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh 
setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua bapak-ibu, bagian 
masing-masing seperenam dari hartayang ditinggalkan. Jika dia (yang 
meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai 
anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya 
mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah 
(dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. 
(tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di 
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antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah 
ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”. 
(QS. An-Nisa’:11). 
 

3. Maṣlaḥah Mursalah adalah maslahah yang tidak ada ketentuan hukumnya 

baik dalam Alqur’an maupun Hadis dalam bidang muamalat. Kendati 

demikian mampu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. 

Contohnya, peraturan lampu lalu lintas, tidak ada hukumnya dalam 

Alquran dan Hadis namun peraturan lalu lintas sejalan dengan tujuan 

hukum syariat yaitu menjaga jiwa.  

Menurut pandangan al-Ghozali tentang Maṣlaḥah Mursalah, dapat 

dijadikan hujjah dengan syarat sebagai berikut:52 

a. Al-Maṣlaḥah itu sejalan dengan tindakan-tindakan syara’ atau 

penetapan hukum Islam (yang dimaksudkan untuk memelihara 

agama,akal,jiwa,harta, dan keturunan atau kehormatan). Inilah 

persyaratan inti bagi diterimanya al- Maṣlaḥah al-Mursalah, al- 

Maṣlaḥah al-Mulgaḥ (yang bertentangan dengan nas atau 

ijma’harus ditolak). Demikian juga al-Maṣlaḥah al-Gharibah 

(yang sama sekali tidak ada dalilnya, baik yang membenarkan 

maupun yang membatalkan). Bahkan al-Ghozali menyatakan 

maslahah semacam itu hakikatnya tidak ada.53 

                                                           
52 Zainal Azwar, “Pemikiran Ushul Fiqih Al-Ghozali tentang Al-Maslahah Al-Mursalah”, Jurnal 
Fitrah Vol. 01 No.1 ,(Januari-Juni 2015),  64. 
53 Ibid., 66. 
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b. Al- Maṣlaḥah itu harus berupa al- Maṣlaḥah al-Dhoruriyah atau 

Ḥajiyyah yang menempati kedudukan Dhoruriyah. Al-Maṣlaḥah 

al-Tahsiniyah tidak dapat dijadikan hujjah atau pertimbangan 

penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil khusus yang 

menunjukkannya, yang berarti penetapan hukumnya itu lewat 

qiyas, bukan atas nama al-Maṣlaḥah al-Mursalah. 
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BAB III 

SIDANG BIMBINGAN PRA NIKAH DI LEMBAGA KEPOLISIAN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

A. Dasar Hukum Perkawinan bagi Anggota POLRI 

Menurut Kompilasi Hukum Islam menerangkan tentang dasar 

hukum perkawinan, dituangkan pada BAB II yang terdiri dari 4 pasal, 

yakni pasal 2, 3, 4, dan 5. Selengkapnya akan dikutip dibawah ini:1  

Pasal 2 
 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad 

yang sangat kuat atau mitsaqan mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah.  

Pasal 3 
Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah 

tangga sakinah mawaddah warahma,  
Pasal 4 

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam 
sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan. 

 
 

Pasal 5 
(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap 

perkawinan harus dicatat. 
(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-
undang No. 22 tahun 1946 jo undang-undang No.32 tahun 1954. 
 

Sejalan dengan pasal di atas, menurut undang-undang perkawinan 

No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa:2  

                                                           
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata 
Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negara kepada Kepolisian 
Negara Republik Indonesia,  3. 
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    Pasal 1 
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. 

Pasal 2 
(1)  Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. 
(2)  Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
 

Menurut peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia No. 9 tahun 2010 

pasal 11, dan 12 ayat 3 dan ayat 4 sebagai pegawai negeri pada POLRI yang akan 

melaksanakan perkawinan wajib mengajukan surat permohonan izin kawin 

kepada kepala stauan kerja (kasatker) dengan melampirkan persyaratan sebagai 

mana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7. 

Pegawai negeri pada POLRI yang telah mengajukan permohonan izin 

kawin sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya bersama calon suami/calon istri 

mendapat pengarahan dari kasatker yang bersangkutan. 

Kasatker sebagaimana dimaksud pasal 11 segera meneruskan permohonan 

izin kawin pegawai negri pada POLRI kepada pejabat yang berwenang 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 10. 

Pejabat yang berwenang meneruskan permohonan kepada pejabat 

agama/personalia untuk dilakukan pembinaan perkawinan. Setelah meneliti surat 

permohonan izin kawin beserta lampiran-lampiranya, pejabat agama/personalia 

melaksanakan pembinaan perkawinan kepada pemohon dan merekomendasikan 

                                                                                                                                                               
2 K. Wancik Saleh, Hukum... , 6. 
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kepada pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud 

pasal 10 ayat (1).  

Adapun tata tertib dalam pembinaan sidang pernikahan ada beberapa tahap 

diantaranya sebagai berikut:3 

a. Tahap Persiapan 

1. Calon mempelai sudah melengkapi nsemua persyaratan administrasi 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a) Surat permohonan pengajuan izin kawin. 

b) Surat keterangan N1 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai 

nama,tempat, dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat 

kediaman dan status calon suami/istri. 

c) Surat keterangan N2 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai 

asal usul yang meliputi nama, agama, pekerjaan, dan tempat 

kediaman orang tua calon suami/istri. 

d) Surat keterangan N4 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai 

orang tua calon suami/istri. 

e) Surat pernyataan kesanggupan dari calon suami/istri untuk 

melaksanakan kehidupan rumah tangga. 

f) Surat pernyataan persetujuan dari orang tua, apabila kedua orang 

tua telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh wali 

calon suami/istri. 

                                                           
3 Birowatpers SSDM Polri, Buku Panduan Sidanng Pembinaan Nikah di Lingkungan POLRI,  
(Jakarta:  Oktober 2017),  4. 
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g) Surat keterangan pejabat personil dari satuan kerja pegawai Negara 

pada POLRI yang akan melaksanakan perkawinan, mengenai 

status pegawai yang bersangkutan perjaka/gadis/kawin/duda/janda. 

h) Surat akta cerai atau keterangan kematian suami/istri, apabila 

mereka sudah janda/duda 

i) Surat keterangan dokter tentang status kesehatan calon suami/istri 

yang meliputi :tes narkoba, penyakit menular, seksual dan 

HIV/AIDS. Khusus bagi calon istri melampirkan tes urin untuk 

mengetahui kehamilan. 

j) Surat pernyataan persetujuan kedua calon mempelai untuk 

mendapatkan informasi tentang status kesehatan masing-masing 

calon pasangan. 

k) Pas foto berwarna calon suami/istri ukuran 4x6 masing-masing 3 

lembar, dengan ketentuan : 

1) Bagi perwira berpakaian dinas harian dengan latar belakang 

berwarna merah 

2) Bagi brigadier berpakaian dinas harian dengan latar belakang 

berwarna kuning. 

3) Bagi PNS POLRI berpakaian dinas harian dengan latar 

belakang biru. 
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4) Bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negri pada POLRI 

berpakaian bebas rapi dengan latar belakang disesuaikan 

dengan pangkat calon suami/istri. 

5) Surat keterangan catatan kepolisian dalam (SKCK) bagi calon 

suami/istri yang bukan anggota POLRI. 

 

b. Tahap Pelaksanaan 

1. Tahap pelaksanaan pada sidang pembinaan pernikahan ini dihadiri 

oleh:4 

a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan. 

b. Orang tua/wali dari kedua calon mempelai. 

c. Perangkat sidang yang terdiri dari : 

1) Ketua sidang. 

2) Sekretaris 

3) Rohaniwan sesuai agama calon mempelai (Islam, Kristen, 

Protestan, Kristen Katholik, Hindu dan Budha). 

4) Staf propam, Staf itwasum dan Bhayangkari sebagai anggota 

sidang pembinaan pernikahan. 

2. Susunan acara sidang pembinaan pernikahan. 

a. Sidang dibuka oleh ketua sidang. 

b. Pembinaan dari Itwasum POLRI. 

                                                           
4 Ibid., 5. 
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c. Pembinaan dari Propam POLRI. 

d. Pembinaan dari Bhayangkari. 

e. Pembinaan dari Rohaniwan. 

3. Pelaksanaan sidang pembinaan pernikahan 

a. Sidang dibuka oleh ketua sidang menyampaikan hal-hal berikut: 

1) Memastikan kehadiran peserta sidang pembinaan pernikahan. 

2) Memberikan materi tentang regulasi sidang pembinaan 

pernikahan. 

3) Memberikan informasi tentang pentingnya sidang pembinaan 

pernikahan. 

4) Memberikan informasi tentang tugas pokok bagi pegawai 

negeri pada kepolisian negara republik Indonesia secara umum 

baik terkait dengan kewajiban yang harus diemban maupun 

hak-hak yang dimiliki oleh pegawai negeri  kepada kepolisian 

negara republik Indonesia. 

b. Pembinaan oleh Itwasum POLRI terkait dengan tugas Itwasum 

POLRI sebagai satuan kerja fungsi pengawasan dalam setiap 

kegiatan yang diadakan di lingkungan POLRI. 

c. Pembinaan oleh Propam POLRI dengan materi berikut: 

1) Informasi berkaitan tugas pokok dan fungsi Propam POLRI. 

2) Informasi tentang ruang lingkup pengaturan kode etik profesi 

POLRI. 
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3) Informasi bahwa Propam POLRI sebagai satuan kerja untuk 

menerima segala bentuk pengaduan permasalahan yang dialami 

oleh pegawai negeri pada kepolisian negara republik Indonesia 

termasuk didalamnya pengaduan terkait dengan permasalahan 

rumah tangga. 

d. Pembinaan oleh Bhayangkari dengan materi sebagai berikut: 

1) Pengaturan tentang sejarah Bhayangkari dan yayasan kemala 

Bhayangkari. 

2) Tribute Bhayangkari. 

3) Pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Tugas Bhayangkari. 

4) Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan tugas pokok Bhayangkari. 

5) Hak dan kewajiban Bhayangkari /Istri. 

e. Pembinaan oleh Rohaniwan dengan materi sebagai berikut: 

f. Membina keluarga bahagia /harmonis menurut kajian agama 

masing-masing (Islam, Hindu, Budha , Kristen, Prostestan dan 

Katholik). 

g. Hak dan kewajiban seorang suami /istri dalam berumah tangga 

menurut ajaran agama. 

c. Tahap Akhir 

 Tahap akhir sidang pembinaan pra nikah terlaksana sebagai 

berikut:5 

                                                           
5 Ibid., 8. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61 
 

1. Ketua sidang menutup sidang pembinaan pernikahan setelah semua 

selesai melaksanakan pembinaan. 

2. Penandatanganan berita acara sidang pembinaan nikah oleh ketua dan 

anggota sidang. 

3. Memproses surat izin kawin (SIK) untuk diajukan kepada pejabat yang 

berwenang sesuai kepangkatan calon pengantin. 

 

B. Materi Pembinaan  

Materi yang diberikan pada pelaksanan sidang bimbingan pra nikah ini 

terdiri dari beberapa pengetahuan yang meliputi pada bidang yang 

ditentukan, antara lain:6  

1. Bidang PROPAM 

a. Pengetahuan Tugas Pokok dan Fungsi Propam POLRI 

1. Devisi propam POLRI merupakan unsur pengawas dan 

pembantu pimpinan yang berada dibawah KAPOLRI. 

2. Devisi propam POLRI bertugas membina dan 

menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi, 

pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan 

ketertiban dilingkungan POLRI serta pelayanan pengaduan 

masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota 

dan PNS POLRI. 

                                                           
6 Ibid., 16. 
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b. Ruang Lingkup Pengaturan Kode Etik Profesi POLRI mencakup: 

1. Etika kenegaraan memuat pedoman berperilaku anggota 

POLRI dalam hubungan : 

a) Tegaknya Negara kesatuan republik Indonesia. 

b) Pancasila  

c) Undang-undang dasar Negara republik Indonesia 

tahun 1945. 

d) Kebhinnekaan Tunggal Ika. 

2. Etika kelembagaan memuat pedoman berperilaku anggota 

POLRI dalam hubungan : 

a) Tribrata sebagai pedoman hidup 

b) Catur prasetya sebagai pedoman kerja 

c) Sumpah/ janji anggota POLRI 

d) Sumpah/ janji jabatan 

e) Sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir 

3. Etika kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku anggota 

POLRI dalam hubungan: 

a) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. 

b) Penegakan hokum. 

c) Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. 

d) Kearifan local (gotong royong, setia kawan, dan 

toleransi). 
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4. Etika kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota 

POLRI dalam hubungan: 

a) Kehidupan beragama. 

b) Kepatuhan dan ketaatan terhadap hokum. 

c) Sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

2. Bidang Sumber daya Manusia (Rohani, Hak-hak Anggota dan 

Penerbitan KPI/KPS) 

a. Materi Pembinaan Rohani. 

1. Materi Rohaniawan Agama Islam 

a) Tujuan Pernikahan  

Tujuan pernikahan membentuk keluarga yang 

sakinah, mawaddah, waraḥmah dalam Alqur’an surat Ar-

Rum ayat 21 sebagai berikut:7 

ا هَ ي ْ لَ اِ   ا لتَِسْك ن وآاج  وَ زْ اَ  مْ ك  سِ ف  ن ْ اَ  نْ م ِ  مْ ك  لَ  قَ لَ خَ  نْ ايتِهِ اَ وَمِنْ 

ََ لِ كَ  لَ يت   ل ِ قَ وْ م   ي   ت َ فَ ك  ر  وْ نَ    وَ جَ عَ لَ  ب َ ي ْ نَ ك  مْ  م  وَ د  ة   و  رَ حَْ ة    قلى  اِ ن   فِ  

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kebesaranya ialah ia 
menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari 
jenismu sendri, dan dia menjadikan diantaramu 
rasa kasih (mawaddah) dan saying (rahmah). 
Sungguh pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi 
kamu yang berfikir.” (QS Ar-Rum: 30:21). 

 

                                                           
7 Kementrian Agama RI, Alqur’an dan Tafsirnya, (Jakarta:Widya Cahaya, 2011), 406.  
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Pernikahan adalah janji suci, sakral dan kokoh 

(mitsaqan ghalidha), sehingga rumah tangga Islami selalu 

didambakan oleh setiap pasangan suami-istri, mampu 

mewujudkan rasa ketenangan, kedamaian, kasih sayang, 

dan dalam hadis disebut dengan baity jannaty (rumahku 

adalah surgaku). Untuk mencapai hal tersebut haruslah 

dibutuhkan seorang figur teladan yang telah sukses dalam 

membina rumah tangga sakinah, mawaddah, waraḥmah, 

yaitu Rasulullah SAW. 

Dalam islam tujuan pernikahan itu antara lain 

adalah sebagai beikut: 

1) Untuk memenui tuntutan naluri manusia yang 

asasi. 

2)   Untuk membentengi akhlaq yang mulia. 

3) Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami.  

4) Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. 

5) Untuk memperoleh keturunan yang shalih-

shalihah. 

b) Kiat Mewujudkan Keluarga Bahagia. 

1) Rumah Tangga dibangun Berlandaskan Alqur’an 

dan Sunnah Nabi. 
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Asas serta niat awal ketika merintis sebuah 

keluarga dalam bentuk pernikahan yang sah baik 

dalam Agama maupun sah didalam aturan Negara 

dalam rangka pembentukan sebuah keluarga 

sakinah ialah rumah tangga yang dibina atas 

landasan taqwa, berpandukan Alqur’an dan 

Sunnah dan bukannya atas dasar cinta (nafsu) 

semata-mata. 

2) Rumah Tangga dibangun ddengan Rasa Kasih 

Sayang (Mawaddah Waraḥmah) 

Membina keluarga bahagia dan sakinah 

tanpa adanya al-Mawaddah, serta al-Raḥmah, 

maka tidak akan dapat hidup dengan tenang dan 

aman dalam sebuah keluarga. 

3) Bersyukur Telah Dikaruniai Pasangan Hidup 

Mensyukuri nikmat Allah adalah merupakan 

kewajiban bagi tiap hamba-hambanya, karena 

tidak sedikit manusia yang sampai akhir hayatnya 

tidak mempunyai pasangan hidup. 

4) Memilih Kriteria Pasangan yang Tepat 

Memiliki keyakinan sama (beragama Islam) 

dan shalih maupun shalihah, berasal dari 
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keturunan dan keluarga yang kita percayai yang 

baik-baik, mempunyai akhlaq mulia, sopan 

santun, dan bertutur kata yang baik. 

5) Menjalankan Kewajiban dan Hak 

Sebagai suami dan istri dengan baik suami 

harus memahami hak dan kewajibannya dalam 

rumah tangga. Istri juga harus memahami hak dan 

kewajibannya dalam rumah tangga. 

c) Hal-hal yang perlu diperhatikan. 

1) Selama menempuh hidup berkeluarga, sadarilah 

bahwa jalan yang akan kita lalui tidaklah selalu 

jalan indah dan enak, tetapi juga penuh cobaan 

dan permasalahan. 

2) Ketika hidup rumah tangga dalam masalah, 

janganlah saling berlepas tangan, tetapi 

sebaliknya justru semakin erat berpegangan 

tangan untuk menyelesaikan maslah tersebut. 

3) Ketika keluarga belum dikaruniai anak, cintailah 

istri atau suami dengan sepenuh hati dan 

senantiasa berusaha dan berdoa. 
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4) Ketika sudah mempunyai anak, memahami bahwa 

itu amanah yang dirawat, dididik dan dibesarkan 

dengan kasih sayang oleh suami dan istri. 

5) Ketika ekonomi keluarga belum membaik, 

yakinlah bahwa pintu rezeki akan terbuka lebar 

berbanding lurus dengan tingkat ketaatan suami 

istri kepada Allah SWT. 

d) Peran ibu sebagai madrasatul ula disinilah peran ibu 

sangat dibutuhkan. Ajarilah anak kita tentang 

berbagai hal yang positif untuk bekalnya anak kelak. 

Sebelum mengenal dunia luar, berikan pemahaman 

dan bekali dengan pengetahuan yang cukup tentang 

perilaku, tatakrama, perasaan, serta ajarkan padanya 

bagaimana menyikapi lingkungan diluar sana yang 

terkadang berbeda dengan yang selama ini dikenal. 

Karena kebanyakan anak, ketika sudah 

mengenal dunia luar mereka seolah berlebian dan 

mengikuti apa saja yang dilihatnya . 

e) Materi menjaga diri dan keluarga dari api neraka 

sebagaimana tertuang dalam Firman Allah surat At-

Tahrim ayat 6 sebagai berikut: 
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ر ا و ق  وْد هَا الن ا   يَََي ُّهَا ال ذِيْنَ امََن  وْا ق  وْآ انَْ ف سَك مْ وَاهَْلِيْك مْ نَ 

هَا مَلَئِ   مْ ه  رَ مَ الله مآ اَ  نَ وْ ص  عْ ي َ ل   اد  دَ شِ  ظ  لَ غِ  ة  كَ وَالِْْجَارةَ  عَلَي ْ

نَ وْ ر  مَ ؤْ ا ي   مَ  نَ وْ ل  عَ فْ ي َ وَ   

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah 
diri kalian dan keluarga kalian dari api 
nerka yang bahan bakarnya adalah manusia 
dan batu, penjaganya malaikat-malaikat 
yang kasar, yang keras, yang tidak 
mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkanya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang telah 
diperintahkan”. (QS: At-Tahrim: 6).8 
 

Bagaimana seseorang dapat menyelamatkan 

dirinya dari api neraka bila ia selalu melakukan 

perkara yang diharamkan dan mengentengkan amalan 

ketaatan? Bagaimana seseorang dapat menyelamatkan 

dirinya dari api neraka bila ia selalu berjalan dijalan 

neraka, siang dan malam. 

f) Anak-anak yang seyogyanya merupakan tanggung 

jawab kedua orang tua mereka, dibiarkan berkeliaran 

dimall-mall, main game, membuat kegaduan dengan 

suara mereka hingga mengusik tetangga, kebut-

kebutan dijalan raya, dengan motor ataupun mobil. 

Sementara sang ayah tiada berupaya meluruskan 

                                                           
8 Kementrian Agama RI, Alqur’an dan Tafsirnya, (Jakarta:Widya Cahaya, 2011), 821. 
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mereka. Malah ia penuhi segala tuntutan duniawi si 

anak. Adapun untuk akhirat mereka, ia tak ambil 

peduli. Sungguh orang tua yang seperti ini 

gambaranya tidaklah merealisasikan perintah Allah 

dalam surat (QS: At-Tahrim: 6). 

Maka, marilah kita berbenah diri untuk 

menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. 

Bersegeralah sebelum datang akhir hidup kita, 

sebelum dating jemputan dari utusan rabbul izzah, 

sementara kita tidak cukup bekal yang memadai untuk 

keluarga yang ditinggalkan. 

b. Hak-hak anggota kepolisian Republik Indonesia (PP.Nomor 42 

Tahun 2010). 

1. Gaji dan tunjangan lain. 

2. Pelayanan kesehatan. 

3. Bantuan hukum dan perlindungan keamanan. 

4. Cuti. 

5. Kelengkapan perorangan POLRI. 

6. Tanda jasa dan tanda kehormatan. 

7. Perumahan dinas/asrama/mess. 

8. Transportasi/angkutan dinas. 

9. Masa persiapan pension. 
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10. Pension. 

11. Pemakaman dinas dan uang duka. 

12. Pembinaan rohani, mental dan tradisi. 

13. Hak-hak yang berkaitan dengan PT.ASABRI (PERSERO) 

c. Penerbitan KPI/KPS(PERKAP No.18 Tahun 2010) 

Kartu penunjukkan istri atau suami yang selanjutnya 

disingkat KPI/S adalah kartu yang wajib dimiliki oleh setiap 

istri/suami anggota POLRI yang ditanda tangani oleh pejabat 

berwenang yang mencantumkan identitas istri/suami dan anak. 

Surat persetujuan penunjukan istri atau suami (SPPI/S) bagi 

mantan anggota POLRI diterbitkan untuk diberikan kepada istri 

atau suami yang ditunjuk oleh penerima pension semasa 

hidupnya untuk menerima pensiun warakawuri/duda dan hak 

rawatan purna dinas. SPPI/S dapat diterbitkan di mabes POLRI 

atau di POLDA sesuai dengan keputusan pensiun diterbitkan. 

Dalam hal penerima pensiun meninggal dunia dan 

mempunyai istri sah lebih dari satu, istri yang berhak menerima 

pensiun warakawuri/hak rawatan purnadinas adalah istri yang 

ditunjuk sesuai SPPI.  

3. Bidang Bhayangkari  

a. Pengetahuan tentang sejarah Bhayangkari dan yayasan Kemala 

Bhayangkari. 
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  Bhayangkari adalah organisasi istri anggota POLRI yang 

lahir atas gagasan ibu HL Sokanto pada tanggal 17 Agustus 

1949 di Jakarta. Pada tanggal 19 Agustus 1952 dilaksanakan 

konferensi istri polisi pertama yang dihadiri oleh 27 perwakilan 

daerah, kemudian menetapkan bersatu dalam gerak perjuangan 

melalui wadah tunggal organisasi persatuan istri POLRI yaitu 

Bhayangkari. 

Tahun 1963 pada kongres Bhayangkari ke V ditetapkan 

tanggal 19 Oktober sebagai hari kesatuan gerak Bhayangkari, 

yang diperingati tiap tahun sampek saat ini. 

Dalam menunjang kegiatan sosisal dan kemanusiaan 

Bhayangkari mendirikan yayasan yang bergerak dalam bidang 

pendidikan, sosial, dan kemanusiaan atas ide dari ibu Widodo 

Budi Darmo dan dilanjutkan pendirianya oleh ibu Awaludin 

Djamin. Pengesahan pendirian yayasan dilaksanakan pada 

tanggal 5 Mei 1980 dengan nama yayasan Kemala Bhayangkari. 

Tanggal 5 Mei ditetapkan sebagai hari lahir yayasan 

Kemala Bhayangkari. 

b. Pemahaman visi, misi, tujuan, dan tugas Bhayangkari. 

1) Visi Bhayangkari adalah menjadikan Bhayangkari yang 

mandiri dan professional untuk meningkatkan kesejahteraan 

keluarga POLRI. 
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2) Misi Bhayangkari adalah : 

a. Meningkatkan sumber daya manusia 

b. Penggunaan dana yang evisien. 

c. Memajukan organisasi. 

d. Meningkatkan kesejahteraan anggota. 

3) Tujuan Bhayangkari adalah : 

a. Mendukung POLRI dalam menjalankan misinya. 

b. Membantu POLRI dalam meningkatkan dan 

mensejahterahkan keluarga POLRI. 

c. Meningkatkan peran wanita Indonesia dan didalam segala 

bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

4) Tugas pokok Bhayangkari adalah : 

a. Menghayati, mengamalkan, dan memasyaratkan 

Pancasila. 

b. Meningkatkan kualitas sumber daya anggota Bhayangkari 

berdasarkan rasa senasib, sepenanggungan dan 

seperjuangan. 

c. Meningkatkan kegiatan anggota yang sejalan dengan misi 

POLRI. 
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BAB IV 

ANALISIS MAṢLAḤAH MURSALAH TERHADAP SIDANG PRA NIKAH 

DI LINGKUNGAN POLRI (STUDI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO.9 TAHUN 2010) 

 

A. Analisis Sidang Bimbingan Pra Nikah di Lingkungan POLRI 

Sidang bimbingan pra nikah di lingkungan POLRI ini berpedoman pada 

studi peraturan kepala kepolisian negara Republik Indonesia dan buku panduan 

sidang bimbingan pra nikah terbitan Birowatpress SSDM POLRI pada Oktober 

2017. 

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 9 tahun 2010 

pasal 11, dan 12 ayat 3 dan ayat 4 sebagai pegawai negri pada POLRI yang akan 

melaksanakan perkawinan wajib mengajukan surat permohonan izin kawin 

kepada kepala satuan kerja (kasatker) dengan melampirkan persyaratan sebagai 

mana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7. 

 Persyaratan tersebut yakni surat keterangan NI, N2 dan N4 dari 

kelurahan/desa sesuai domisili mengenai nama, tempat, tanggal lahir, agama, 

pekerjaan, tempat kediaman dan status dari calon suami ataupun istri. 

Dilanjutkan dengan membuat surat keterangan kesanggupan dari pemohon 

untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga, surat persetujuan dari orang tua 

ketika keduanya meninggal dunia maka persetujuan diberikan oleh wali calon 

pemohon. Kemudian dilanjutkan dengan membuat surat keterangan pejabat 

personel dari satuan kerja pegawai negeri pada POLRI yang akan melaksanakan 
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perkawinan mengenai status pegawai yang  bersangkutan. Kemudian membuat 

surat akta cerai/ keterangan kematian suami/istri, apabila pemohon berstatus 

janda/duda. Selanjutnya menunjukkan surat keterangan dokter tentang 

kesehatan calon suami/istri dan khusus bagi calon istri melampirkan tes urine 

untuk mengetahui kehamilan. Tak cukup hanya itu, pemohon juga diminta 

untuk melampirkan pas foto berwarna bagi calon suami/istri ukuran 4 cm x 6 

cm, masing-masing 3 lembar dengan ketentuan yang ditentukan. Kemudian 

yang terakhir yakni diminta untuk melampirkan SKCK (Surat Keterangan 

Catatan Kepolisian) bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri. 

Perlu diketahui, bahwa banyaknya berkas surat menyurat sebagai bentuk 

surat permohonan pengajuan izin kawin di atas ditujukan untuk kebaikan 

bersama yakni menjaga nama baik pemohon, keluarga maupun nama baik dari 

institusi yang terkait yakni kepolisian. Selain itu hal tersebut dilakukan untuk 

menjaga dan memelihara keamanan dari pihak yang terkait. 

Kemudian pegawai negeri pada POLRI yang telah mengajukan permohonan 

izin kawin sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya bersama calon 

suami/calon istri mendapat pengarahan dari kasatker yang bersangkutan. 

Kasatker sebagaimana dimaksud pasal 11 segera meneruskan permohonan izin 

kawin pegawai negri pada POLRI kepada pejabat yang berwenang sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 10. 

Pejabat yang berwenang meneruskan permohonan kepada pejabat 

agama/personalia untuk dilakukan pembinaan perkawinan. Setelah meneliti 
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surat permohonan izin kawin beserta lampiran-lampiranya, pejabat 

agama/personalia melaksanakan pembinaan perkawinan kepada pemohon dan 

merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang 

sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1).  

Pejabat yang dimaksud di atas yakni ada KaPOLRI, De SDM KaPOLRI, 

Karo Binjah POLRI, Kalemdiklat POLRI, Kasespim POLRI, Gubernur PTIK, 

Gubernur Akpol, Kakorbrimob POLRI, Kapolda, Karopres, 

Kapolresmetro/Kapolres/Kapolresta dan Ka SPN yang masing-masing 

diberikan hak memberikan izin kawin sesuai dengan pangkat yang telah 

ditentukan. 

Setelah mendapatkan izin kawin dari pejabat yang berwenang, 

selanjutnya pemohon mendapatkan pembinaan perkawinan. Adapun tahap dari 

pembinaan yang dilaksanakan yakni tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap 

akhir. 

Pada tahap persiapan, pemohon diwajibkan untuk menyiapkan segala 

berkas yang diperlukan. Kemudian dilanjutkan dengan pemohon menentukan 

hari dan tanggal untuk pelaksanaan sidang pembinaan perkawinan, lalu 

diusahakan pemohon untuk hadir 30 menit sebelum pelaksanaan sidang 

berlangsung dan tak lupa pemohon datang pada pelaksanaan sidang dengan 

didampingi orangtua/wali/pengganti.  

Pada tahap awal ini, kesiapan berkas surat-menyurat digunakan untuk 

mengetahui asal-usul dari calon mempelai laki-laki/perempuan. Hal ini 
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dilakukan untuk menjaga nama baik keluarga serta institusi terkait agar tidak 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini tentu sangatlah baik untuk 

mengetahui nasab dari pasangan sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW yaitu 

sebelum menikah dianjukan kedua calon mempelai harus mengetahui nasabnya, 

agamanya, hartanya dan peringainya agar nantinya terbentuk keluarga yang 

harmonis sakinah mawaddah waroḥmah.  

Selanjutnya yakni tahap pelaksanaan. Pelaksanaan sidang dianjurkan 

untuk dihadiri oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan, orang tua calon 

mempelai serta perangkat sidang. Kemudian sidang pembinaan perkawinan ini 

diawali dengan dibuka oleh ketua sidang yang memastikan kehadiran dari 

peserta sidang, kemudian memberikan materi tentang regulasi, informasi 

pentingnya sidang pembinaan pernikahan serta pemberian informasi tentang 

tugas pokok bagi pegawai negeri pada kepolisian Negara RI. Pembinaan oleh 

Itwasum sebagai badan pengawasan, Propam POLRI yang memberikan 

informasi kode etik dan menerima segala bentuk pengaduan, pembinaan oleh 

bhayangkari dengan materi bhayangkari berserta hak dan kewajibannya, 

pembinaan oleh rohaniawan (sesuai dengan agama masing-masing) yang 

memberikan materi untuk membina keluarga bahagia serta hak dan kewajiban 

menjadi seorang suami maupun istri sesuai ajaran agama.  

Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling penting bagi kedua calon 

mempelai untuk menjalankan rumah tangga dikarenakan dalam tahap ini 

terdapat materi yang sangat penting bagi kedua calon mempelai seperti 
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pembinaan bhayangkari, dikarenakan dalam materi bhayangkari kedua calon 

mempelai diberikan bimbingan perihal bagaimana cara menyikapi ketika istri 

dari anggota POLRI ditinggal oleh suami dinas di luar. Hal ini menyangkut 

kemandirian dari pasangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

Sedangkan materi keagamaan yang berisi tentang hakikat membentuk keluarga 

sakinah mawaddah warohmah yang diisi oleh pejabat agama masing-masing. 

Tahap akhir dari sidang pembinaan perkawinan ini yakni ketua sidang 

menutup sidang pembinaan, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan 

berita acara sidang oleh ketua dan anggota sidang. Selanjutnya memproses surat 

izin kawin untuk diajukan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan 

kepangkatan calon pengantin. 

Pada tahap akhir yakni penandatanganan berita acara serta pemrosesan 

Surat Izin kawin. Setelah mendapatkan Surat Izin Kawin, kedua calon 

mempelai bisa melakukan pernikahan di KUA setempat. Hal ini menandakan 

bahwa sidang pembinaan perkawinan berjalan dengan lancar dengan harapan 

surat izin kawin yang diberikan dapat digunakan sebagaimana mestinya dan 

tidak diselewengkan.  
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B. Analisis Maṣlaḥah Mursalah terhadap Sidang Bimbingan Pra Nikah dan 

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.9 Tahun 2010 di 

Lingkungan POLRI 

Islam adalah agama yang dianugrahkan kepada seluruh manusia 

melalui seorang Nabi terakhir yang ummi sebagai tuntutan untuk memper oleh 

kebahagiaan di dunia akhirat sebagai sebuah anugra dari yang maha esa 

tentutnya segala sesuatu yang ada didalamnya adalah murni hanya untuk 

kepentingan umat, oleh karena itu Allah adalah dzat yang suci dari tujuan-

tujuan pribadi, bermula dari sini dan dalil-dalil nash maka ulama’membuat 

sebuah kaidah pokok bertujuan untuk mendatangkan berbagai kemaslahatan 

serta menolak berbagai kerusakan. 

Al-Maṣlaḥah adalah kemaslahatan yang meliputi segala yang 

mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu 

tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang 

menimbulkan kemudharatan dan kesulitan. 

Berdasarkan pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan 

kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan 

manusia. Maksudnya didalam rangka mencari yang menguntungkan, 

menghindari kemudhorotan manusia yang bersifat sangat luas, maslahah itu 

merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu 

ada disetiap lingkungan, mewujudkan al-Maṣlaḥah merupakan tujuan utama 

hukum Islam dalam setiap aturan hukumnya, sehingga lahir kebaikan atau 

kemanfaatan dan terhindarkan keburukan dan kerusakan, yang pada giliranya 
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terealisasikan kemakmuranya dan kesejahteraan dimuka bumi dan kemurniaan 

pengabdian kepada Allah. 

Sebab al-Maṣlaḥah itu sesungguhnya adalah, memelihara dan 

memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam. bukan oleh hawa nafsu manusia. 

Oleh karena itu, dibentuk syarat-syarat dalam al-Maṣlaḥah sebagai metode 

istinbath hukum Islam, diantaranya: 

a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam 

ketentuan shari’, yang secara ushul dan furu’-Nya tidak bertentangan 

dengan nash. 

b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam 

bidang-bidang sosial dimana dalam bidang ini menerima dengan 

rsionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah, karena tidak diatur 

secara rinci dalam nash. 

c. Berupa al-Maṣlaḥah yang hakiki, bukan al-Maṣlaḥah yang bersifat 

dugaan, yaitu agar dapat direalisasikan pembentukan hukum suatu 

kejadian itu, dan dapat mendatangkan keuntungan atau menolak 

mudharat. 

d. Berupa al-Maṣlaḥah yang umum, bukan al-Maṣlaḥah yang bersifat 

khusus (perorangan). Yaitu agar dapat direalisasikan dalam bahwa 

pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntngan 

kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak madharat dari 
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mereka, bukan mendatangkan keuntungan pada seseorang atau 

beberapa orang saja diantara mereka. 

e. Hasil al-Maṣlaḥah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek 

dharuriyah, ḥajiyyah, dan taḥsiniyyah. Metode al-Maṣlaḥah adalah 

sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai 

aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial 

kemasyarakatan. 

Mengacu pada analisis di atas bahwa sidang bimbingan pranikah di 

lembaga kepolisian Negara Republik Indonesia dilandaskan pada firman Allah 

yang berbunyi : 

حْسِنِيَْ اِنَّ  
ح
بُّ الم اَلله يُحِ  

Artinya: “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat 
kebaikan”. 

Izzudin bin Abdul as-Salam didalam kitabnya Qawaidul al-Ahkam fi 

Muṣhaliḥ al-Anam mengatakan bahwa seluruh syariah itu adalah al-Maṣlaḥah, 

baik dengan cara menolak Mafsadat atau dengan meraih al-Maṣlaḥah. Kerja 

manusia itu ada yang membawa ke maslahatan, adapula yang menyebabkan 

kerusakan termasuk dalam kaidah  

 أ اْ فْ دَ وَ  حْ الِ صَ مَ الْ  بح لْ جَ 
َ
داسِ فَ لم  

 Artinya: “ Mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan”. 
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Jika dilihat dari hukum Islam sidang bimbingan pra nikah di lembaga 

kepolisian RI  menurut penulis termasuk dalam al-Maṣlaḥah tingkatan  

Taḥsiniyya, karena dalam tahapan sidang bimbingan pranikah menyebutkan 

secara komperhensif terkait syarat-syarat yang tidak ada dalam nash Alquran 

dan Sunnah secara implisit, kebijakan KAPOLRI dalam PERKAP No.9 Tahun 

2010  yang telah diulas dalam bab sebelumnya yang mewajibkan bagi seluruh 

anggota PNS dilembaga POLRI dirasa dapat memberikan banyak 

kemaslahatan, meskipun dalam syariat hukum Islam belum ditetapkan. 

Dalam tiap tahap pelaksanaan sidang bimbingan pra nikah di lembaga 

Kepolisian Republik Indonesia berisi 3 tahapan yang akan dianalisis. Tahap 

pertama yakni tahap persiapan mengenai kesiapan berkas surat-menyurat 

digunakan untuk mengetahui asal-usul dari calon mempelai laki-

laki/perempuan. Hal ini dilakukan untuk menjaga nama baik keluarga serta 

institusi terkait agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam tahap 

ini tentunya dalam Al-qur’an dan hadist tidak ada anjuran maupun larangan, 

akan tetapi pada tahapan ini maṣlaḥah mursalah bisa dijadikan landasan 

hokum dikarenakan maṣlaḥah mursalah lepas dari dalil al-quran maupun as-

sunnah. Karena tahapan ini sangatlah penting untuk mengetahui nasab dari 

pasangan. 

Pada tahap kedua yakni tahap pelaksanaan sidang bimbingan pra nikah. 

Dalam tahapan ini kedua calon mempelai diberikan banyak materi bimbingan 

yang sangat penting bagi kehidupan rumah tangga kedua calon mempelai. 
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Materi tersebut diantaranya yakni materi regulasi yang membimbing tentang 

tugas pokok bagi pegawai negeri pada kepolisian Negara RI. Kemudian 

dilanjutkan dengan materi yang diberikan oleh Itwasun yakni memberikan 

informasi kode etik dan menerima segala bentuk pengaduan. Kemudian 

pemberian materi bhayangkari tentang hak dan kewajiban bagi istri dari 

perwira polisi mengenai kemandirian ketika istri ditinggal dinas di luar, dan 

materi terakhir yang diberikan yakni keagamaan tentang bekal untuk hakikat 

mengarungi bahtera rumah tangga agar terbentuk keluarga sakinah mawaddah 

waroḥmah. seperti rafa’ yang dilakukan oleh pejabat KUA sebelum 

melakukan pernikahan. Dalam hal ini tentunya tidak ada anjuran maupun 

larangan dalam Nash Al-quran maupun as-sunnah. Akan tetapi pada tahapan 

ini maṣlaḥah mursalah bisa dijadikan landasan hukum dikarenakan maṣlaḥah 

mursalah lepas dari dalil al-quran maupun as-sunnah. 

Pada tahap ketiga yakni tahap akhir dari sidang bimbingan pra nikah di 

lembaga kepolisian Republik Indonesia. Dalam tahap ini dilakukan 

penandatanganan berita acara sidang dan pemrosesan Surat Izin Kawin bagi 

kedua calon mempelai. Hal tersebut menandakan bahwa kedua calon 

mempelai sudah mendapatkan izin dari instansi terkait untuk melangsungkan 

pernikahan di KUA setempat. 

Oleh karena itu, dalam mengatasi permasalahan ini agar terpenuhi 

kemaslahatan yang berdasarkan tujuan hukum Islam, maka ditempuh melalui 
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metode ijtihad dengan mempergunakan dalil al-Maṣlaḥah al-Mursalah 

sebagai penyelesaiannya.  

Penggunaan metode al-Maṣlaḥah al-Mursalah sangatlah tepat, karena 

permasalahan ini tidak diatur dalam nash, sedangkan kemaslahatan manusia 

terus berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Sebagaimana 

dibahas pada bab sebelumnya, terkait penerapan al-Maṣlaḥah al-Mursalah 

dalam sidang bimbingan pra nikah dilembaga POLRI. Hal ini mengacu pada 

persyaratan yang di berikan Imam al-Ghazali mengenai batasan oprasional al- 

Maṣlaḥah al-Mursalah. 

a. al-Maṣlaḥah al-Mursalah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan 

hukum Islam, dengan memelihara lima kebutuhan pokok 

(agama,jiwa,akal,harta, dan keturunan). 

b. al-Maṣlaḥah al-Mursalah tidak bertentangan dengan Alqur’an, al-Sunnah dan 

Ijma’. 

c. al-Maṣlaḥah al-Mursalah tersebut menempati level Tahsiniyyah. 

d. Kemaslahatan harus bersetatus qath’i atau dzanni yang mendekati qath’i.1 

Sidang bimbingan pra nikah di lembaga POLRI sudah memenuhi syarat-

syarat al-Maṣlaḥah al-Mursalah. Sehingga berdasarkan al-Maṣlaḥah al-

Mursalah, sidang bimbimgan pra nikah dilembaga POLRI dapat dijadikan 

kewajiban bagi seluruh PNS anggota POLRI yang akan melaksanakan 

                                                           
1 Ainul Yakin, “Urgensi Teori Maqashid al-Syari’ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan 
Pendekatan Maslahah al-Mursalah”, Jurnal at-Turas, 01 (Januari-Juni,215),  36.  
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perkawinan dan sesuai dengan hukum yang ada baik hukum Islam maupun 

hukum positif. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan paparan data dan analisis yang telah dilakukan, maka 

penulis dapat menyimpulkan bahwa : 

1. Sidang pembinaan pra nikah adalah sidang yang dilaksanakan oleh 

lembaga kepolisian kepada anggotanya yang akan melangsungkan 

perkawinan yang berisi tiga tahapan. Tahap awal yakni tahap dalam 

mempersiapkan berkas sebagaimana yang dibutuhkan. Kemudian tahap 

pelaksaan yakni tahap pemberian materi regulasi, pembinaan Itwasun, 

materi bhayangkari dan materi kerohanian. Dan tahap akhir dari sidang 

pra nikah yakni penandatanganan berita acara serta pemrosesan Surat 

Izin Kawin.   

2. Dilihat dari sudut pandang Maṣlaḥah Mursalah bahwa sangat 

dianjurkan diadakannya sidang pranikah bagi anggota polri. 

Berdasarkan hal di atas, maka sidang pra nikah banyak memberikan 

kemanfaatan bagi seluruh anggota POLRI. Hal ini dimasudkan sebagai 

penyerahan tanggung jawab yang dibebankan kepada istri anggota polri 

selama dalam masa ikatan dinas, kemudian untuk memberikan kesiapan 

kepada istri ketika istri ditinggal dinas di luar. Sehingga sidang pra 

nikah masuk ke dalam kategori maṣlaḥah mursalah. Maka dari itu 
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sidang pra nikah bagi anggota POLRI sangat dianjurkan menurut 

syariat Islam. 

 

B. Saran  

1. Hasil dari penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, mungkin ada 

yang tertinggal atau bahkan terlupakan. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikaji ulang yang 

tentunya lebih teliti, kritis, dan juga lebih mendetail guna menambah 

wawasan dan pengetahuan masyarakat. 

2. Dalam menentukan calon istri, para anggota POLRI hendaknya 

memilih pasangan yang sama keyakinanya, hal ini untuk memudahkan 

dalam menangani terselenggaranya sidang pranikah serta terwujudnya 

kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah 
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